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ABSTRACT 
The purpose of this study was to study the application or implementation 
of the precautionary principle in mudharabah funding in the Baitul Maal Wat 
Tamwil (BMT) Surya Madani Boyolali. By increasing the development of 
mudharabah financing. In addition, this study also looks at inhibiting factors in 
the application of the precautionary principle (Prudential Principle). 
This research uses descriptive qualitative analysis method. Data collection 
techniques used by interview and observation data owned by BMT. The 
development of mudharabah products is not good, and therefore requires special 
attention. While the application of the precautionary principle by BMT internal 
parties in mudharabah financing has been carried out well with the 6C analysis in 
the mudharabah financing procedure. In addition, obstacles to the application of 
the precautionary principle are influenced by internal BMT factors in member 
involvement as well as external factors from member financing. 
Based on the results of this study, it can be concluded that the 
precautionary principle by BMT Surya Madani has had a positive impact on the 
level of NPF which is getting better. But BMT Surya Madani's internal parties 
need to socialize their products, one of them is by forming a Marketing / special 
team. In addition, BMT Surya Madani must be more selective in the awarding 
budget. In addition, the professionalism of financing officials must always be 
increased, so that the quality of services provided to members is equitable. 
Keywords: Prudential Principle, 6C, Mudharabah, BMT Surya Madani Boyolali. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan atau 
implementasi prinsip kehati-hatian pada pembiayaan mudharabah di Baitul Maal 
Wat Tamwil (BMT) Surya Madani Boyolali. Dengan menyoroti perkembangan 
pembiayaan mudharabah. Selain itu, studi ini juga melihat faktor penghambat 
dalam penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle). 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan observasi data 
yang dimiliki BMT. Perkembangan produk mudharabah kurang begitu baik, oleh 
karena itu membutuhkan perhatian khusus. Sedangkan penerapan prinsip kehati-
hatian oleh pihak internal BMT pada pembiayaan mudharabah telah di lakukan 
dengan baik dengan analisis 6 C dalam prosedur pembiayaan mudharabah. Selain 
itu, penghambat untuk penerapan prinsip kehati-hatian disebabkan oleh faktor 
internal BMT dalam penanganan anggota serta faktor eksternal dari anggota 
pembiayaan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-
hatian yang konsisten dilakukan BMT Surya Madani sudah memberikan dampak 
positif terhadap tinggkat NPF yang semakin membaik. Namun pihak internal 
BMT Surya Madani perlu untuk mensosialisasikan produknya, salah satunya 
dengan membentuk Marketing/ tim khusus. Selain itu, BMT Surya Madani harus 
lebih selektif dalam peemberian pembiayaan. Disamping itu, profesionalitas dari 
pejabat pembiayaan harus selalu ditingkatkan, hingga kualitas pelayanan yang di 
berikan kepada anggota merata. 
Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian, 6C, Mudharabah, BMT Surya Madani 
Boyolali. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar belakang masalah 
Perbankan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dunia bisnis di 
Indonesia. Perbankan, sebagai lembaga keuangan bertugas untuk menghimpun 
dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat 
dalam bentuk pembiayaan (Kasmir, 2003: 23). Sebagai pengatur perekonomian 
nasional, jika dilihat dari lancarnya aliran uang, sektor perbankan merupakan 
sektor yang sangat penting untuk mendorong kemajuan kegiatan ekonomi. Maka 
dari itu diperlukan sektor perbankan yang sehat. 
Perbankan konvensional ataupun syariah dalam operasionalnya meliputi 
3 aspek pokok, yaitu penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa (Kasmir, 2000: 
34). Lembaga keuangan syariah merupakan penunjang kegiatan perekonomian. 
Peran lembaga keuangan syariah harus lebih ditingkatkan mengingat perbankan 
syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan UU No.10 tahun 
1998 (Ismail, 2013: 12). 
Salah satu lembaga keuanagan yang bergerak dalam sektor kecil, yakni 
BMT (Baitulmal wa Tamwil). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmaal” dan 
“baitultamwil”. Baitulmaal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan 
dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan 
sedekah. Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan  
1 
2 
 
   
dan menyalurkan dana komersial (Yaya, 2009: 22). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa  BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi 
komersial. 
Menurut penelitian Taufiq (2018: 250) Dalam Penghimpunan dana, harus 
menggunakan sistem Islam, yaitu sistem yang mangajarkan kejujuran dan tidak 
ada unsur penipuan dan kecurangan, begitupun juga dalam hal pembiayaan yang 
dilakukan BMT, mereka juga harus menggunakan sistem Islam yang tidak 
menggunakan bunga dan menjalankannya dengan penipuan atau kecurangan. 
Karena dalam Al Qur’an sudah dijelaskan dalam surat an nisa’ ayat 29, sebagai 
berikut: 
⧫  
❑⧫◆  
❑➔→⬧ 
⬧◆❑ →⧫ 
⧫   
❑⬧ ⧫ ⧫ 
⧫⬧   ◆ 
❑➔⬧ 
→    
⧫  ☺◆ 
     
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu”(Departemen Agama RI, 
2004: 83). 
 
Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan, BMT harus memiliki 
kemampuan dalam menyalurkan dananya, karena hal ini sangat mempengaruhi 
tingkat performance lembaga. Untuk itu pengalokasian dana BMT harus 
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memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut (Muhammad Ridwan, 2004: 158-
159): 
1. Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya, 
2. Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat, 
3. Menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan 
pendapatan maksimal, 
4. Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha yang halal, baik dari 
tinjauan hukum positif maupun agama 
Untuk pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibagi menjadi 
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang 
dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal 
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan 
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 
(ijarah iqtina) (Adiwarman Karim, 2004: 88-102). 
Menurut Adiwarman Karim (2004: 192) Prinsip bagi hasil merupakan 
karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional dengan Prinsip Syariah. 
Berdasarkan prinsip ini, Lembaga Keuangan berfungsi sebagai mitra, baik dengan 
penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, 
lembaga keuangan akan bertindak sebagai mudharib ‘pengelola’, sedangkan 
penabung bertindak sebagai shahibul maal ‘penyandang dana’. Antara keduanya 
diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-
masing pihak (Antonio, 2001: 137). 
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Di dalam praktiknya, pembiayaan menggunakan akad mudharabah 
masih tetap berjalan walaupun resiko pada pembiayaan yang menggunakan akad 
ini lebih tinggi dibandingkan dengan akad lain, misalnya pembiayaan dengan akad 
murabahah. Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah lebih 
besar porsinya dari pada pembiayaan dengan bagi hasil, hal itu dikarenakan 
penghitungan dalam pembiayaan murabahah lebih mudah dan risiko murabahah 
pun kecil. Hal itu berbeda dengan mudharabah yang risikonya lebih tinggi 
(Suryapraja, 2017). 
Maka dari itu BMT juga harus memperhatikan resiko yang harus di 
hadapi dalam pemberian pembiayaan mudharabah. Resiko sendiri, dalam konteks 
lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat 
diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) 
yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko 
tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan (Adiwarman 
A. Karim, 2004: 255). 
Disamping itu menurut Kasmir, (2008) Pengelolaan pembiayaan harus 
dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, 
penentuan margin, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian 
pembiayaan sampai pada pengendalian pembiayaan yang macet. 
Menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8, pembiayaan dilakukan 
berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah 
debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai 
dengan perjanjian, Sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam 
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pelunasannya dapat dihindari (Podung, 2016: 2). Walaupun demikian pembiayaan 
yang diberikan tidak akan lepas dari resiko kredit macet (non performing 
financing) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada lembaga 
keuangan tersebut. 
Menurut Kasmir (2008: 90) beberapa faktor yang dianggap 
mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, yang pertama yaitu kurang 
ketelitian dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, 
kurang mampu manajemen usahanya juga faktor pada debitur yang tidak 
mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalian pinjamannya sesuai 
dengan perjanjian. Di dalam Islam wajib bagi setiap Muslim untuk menjaga harta. 
Untuk menjaga harta bersama di dalam BMT, slah satu cara yang dapat dilakukan 
yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan. 
Prinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah prinsip yang 
digunakan untuk pedoman atau petunjuk dalam pengelolaan bank yang wajib 
dianut dan juga dilaksanakan dengan baik guna mewujudkan perbankan yang 
sehat, kuat, dan efesien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku (Maradita, 2014: 192) 
Prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-undang Perbankan 
Syariah Pasal 35 yang menyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS dalam 
melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. 
Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan 
analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip 6 C, 
yakni meliputi unsur character (watak), capital (permodalan), capacity 
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(kemampuan nasabah), condition of economy (kondisi perekonomian), dan 
colleteral (agunan) (Anshori, 2009: 10). 
Menurut Agus Mujiono (2016) Kasus pembiayaan bermasalah yang 
berakibat pada tingginya nilai NPF pada lembaga keuangan syariah bukan hal 
baru, namun apabila tidak ditangani secara professional, pembiayaan tersebut 
akan membawa dampak yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan prinsip 
kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. 
Salah Satu BMT yang sedang menyoroti masalah diatas yaitu BMT 
Surya Madani. Kiprah BMT Surya Madani tentu tak lepas dari sejarah berdirinya 
pada tanggal 16 Mei 2007 di masjid Al-Muslimin dukuh Gumuk RT04/RW02 
desa Giriroto. Dengan Menjawab panggilan atas fatwa majlis ulama Indonesia 
(MUI) untuk merintis dan menjadi wadah bagi umat Islam dalam melakukan 
kegiatan ekonomi agar terhindar dari adanya riba. Salah satu pendirinya adalah 
Abdani,SE. Dengan keanggotaan 23 orang modal yang terkumpul Rp. 12.000.000. 
Sejak saat itu, BMT Surya Madani menjadi lembaga keuangan syariah 
yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional ataupun lembaga 
keuangan syariah lainnya. Dalam penelitian ini, Ada beberapa pertimbangan. Di 
antaranya dari aspek geografis, BMT Surya Madani tidak berada di daerah 
jantung kota, akan tetapi cukup strategis untuk menarik nasabah. Yang menarik 
perhatian peneliti yaitu BMT surya Madani letaknya juga bersebelahan dengan 
lembaga keuangan konvensional yang lebih besar jika dilihat kasat mata. 
Walaupun demikian, sebagaimana lazimnya lembaga keuangan syariah 
BMT Surya Madani yang beralamatkan di Donohudan, Ngemplak, kabupaten 
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Boyolali, tetap mampu menarik banyak nasabah. Dan saat ini menjadikan 
masyarakat ekonomi menengah kebawah sebagai sasaran utama. 70% pembiayaan 
BMT diberikan kepada para pedagang kecil. Dalam rentang tiga tahun berjalan 
BMT Surya Madani sudah mengalami pertumbuhan aset kurang lebih 5 milyar 
dan telah menyalurkan pembiayaan di tahun 2010 mencapai 4,7 milyar. 
Dengan semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan, biasanya 
disertai pula dengan meningkatnya pengembalian yang bermasalah atau kredit 
macet atas pembiayaan yang diberikan. Bahaya yang timbul dari pengembalian 
macet adalah tidak terbayarnya kembali pembiayaan tersebut, baik sebagian 
maupun seluruhnya. Namun, banyak kejadian membuktikan bahwa pengembalian 
yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian 
persetujuan pembiayaan yang tidak begitu ketat (Dhahny Syakir, 2012:6). 
Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana 
suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali yang menyebabkan 
keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan-tindakan tertentu 
dalam proses pengembalian dan memiliki kemungkinan terjadi potential loss. 
Rasio pembiayaan bermasalah (NPF ) pada pembiayaan mudharabah di BMT 
Surya Madani  pada tahun 2015 sebesar 6,5%. Sedangkan pada tahun 2016 
membaik menjadi 2,5% dan pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan yaitu 
3,1%. 
Dari aspek produk Pembiayaan, pembiayaan Mudharabah hanya 
memiliki nasabah sebanyak 2 orang dari total nasabah pembiayaan 1.289 orang. 
Dari total keseluruhan pembiayaan mudharabah di BMT Surya Madani, nasabah 
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pembiayan mudharabah terkesan tidak berkembang dengan baik seperti 
pembiayaan dengan akad lainnya. 
Dengan data tersebut, BMT Surya Madani selain harus selektif dalam 
menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh para anggotanya, juga harus 
memperhatikan perkembangan masing-masing produk pembiayaan. Disamping 
itu, juga di tuntut untuk cermat dalam menentukan proposal pembiayaan anggota 
yang harus diterima untuk dibiayai. Pembiayaan yang bermasalah atau macet 
memberikan dampak yang kurang baik bagi BMT Surya Madani.  
Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih 
lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang 
berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN 
(PRUDENTIAL PRINCIPLE) PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT 
SURYA MADANI BOYOLALI”. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merasa 
tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang implementasi prinsip 
kehati-hatian (prudential principle) pada pembiayaan mudharabah di BMT Surya 
Madani. Berangkat dari hal tersebut penulis menemukan permasalahan 
1. Bagaimana penerapan dan konsistensi prinsip kehati-hatian (prudential 
principle) pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Madani? 
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh BMT Surya Madani dalam 
menerapakan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan mudharabah? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan konsistensi prinsip kehati-hatian 
(prudential principle) dalam pembiayaan berdasarkan akad mudharabah di 
BMT Surya Madani. 
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam menerapakan prinsip kehati-
hatian dalam pembiayaan berdasarkan akad mudharabah pada BMT Surya 
Madani.  
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1.4. Manfaat penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun praktis.  
1. Manfaat teoritis  
Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berhubungan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan secara konsep maupun teori. Manfaat yang ingin 
diperoleh dari penelitian ini adalah: 
a. Menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari segi ekonomi 
Islam terutama bidang pembiayaan mudharabah. 
b. Memberi gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian 
(prudential principle) pada pembiayaan mudharabah BMT Surya Madani. 
c. Untuk lebih mendukung teori-teori yang sudah ada sehubungan dengan 
prinsip kehati-hatian (prudential principle). 
2. Manfaat praktis 
Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan memberikan 
manfaat secara praktis, yaitu manfaat yag berkaitan dengan pihak-pihak yang 
terkait. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 
a. Bagi BMT Surya Madani 
BMT Surya Madani dan anggota dapat melakukan prinsip kehati-hatian 
(prudential principle) dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. 
b. Bagi pihak lain 
Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prinsip kehati-hatian 
(prudential principle) pada pembiayaan mudharabah. Penelitian ini dapat 
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dijadikan masukan untuk praktisi lain yang berkeinginan memperdalam 
pengetahuan di bidang perbankan syari’ah. 
c. Bagi penulis 
Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan 
maupun pengalaman dengan praktek di lapangan dan mengetahui tentang 
prinsip kehati-hatian (prudential principle) pada pembiayaan mudharabah di 
BMT surya madani boyolali. 
 
1.5. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 
dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisikan tentang 
informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam setiap bab. Adapun 
sistematika penulisan penelitian ini adalah: 
 
BAB I: PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan. Dalam 
bab ini diuraikan latar belakang penelitian mengenai bagaimana penerapan dan 
konsistensi implementasi prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam 
pembiayaan berdasarkan akad mudharabah di BMT Surya Madani. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisikan landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang 
mendukung permasalahan yang akan diteliti. Di dalamnya terdapat literatur-
literatur penelitian yang terkait dengan penerapan dan konsistensi implementasi 
prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan berdasarkan akad 
mudharabah di BMT Surya Madani, serta teori-teori baik dari literatur maupun 
buku-buku yang mendukung penelitian ini. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi penjelasan secara operasional mengenai penelitian 
yang dilakukan. Selain itu, bab ini berisi tentang uraian desain penelitian, subyek 
penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan reliabilitas 
data. 
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini membahas tentang penerapan dan konsistensi implementasi 
prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan berdasarkan akad 
mudharabah di BMT Surya Madani yang dilakukan dengan metode penelitian 
yang telah ditentukan sebelumnya. 
BAB V: PENUTUP 
Pada bab ini memuat kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan 
konsistensi implementasi prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam 
pembiayaan berdasarkan akad mudharabah di BMT Surya Madani, serta saran 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dari hasil penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab dua ini akan dijelaskan beberapa teori tentang BMT Surya 
Madani, konsep mudharabah, pembiayaan, resiko dan Prinsip kehati-hatian. 
Selain itu, bab dua ini juga akan memaparkan beberapa hal lain yang mendukung 
penelitian yaitu mengenai BMT, akad mudharabah, prinsip kehati-hatian dan 
penelitian terdahulu. 
Untuk lebih memahami variabel-variabel dalam penelitian ini, serta 
untuk memperdalam pengetahuan tentang tinjauan pustaka terhadap produk 
pembiayaan mudharabah, maka penting untuk dipaparkan berbagai macam teori 
yang melingkupi variabel penelitian tersebut. Dengan pemahaman yang lebih 
mendalam atas variabel-variabel penelitian dan keterhubungan variabel tersebut 
maka semakin akurat dan kongkrit konsep penelitian ini maupun keterhandalan 
hasil penelitian. 
 
2.1 Konsep Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 
2.1.1 Pengertian BMT 
Baitul Maal Wat Tamwil merupakan padanan kata Balai Usaha Mandiri 
Terpadu yang kemudian disingkat dengan istilah BMT. BMT adalah Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh 
kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan 
martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT 
memiliki dua fungsi, yaitu: 
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1. Baitul maal (bait = rumah, maal = harta) merupakan lembaga keuangan non 
profit seperti zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya 
sesuai dengan peraturan dan amanah, 
2. Baitut tamwil (bait = rumah, at – tamwil = Pengembangan Harta)  merupakan 
lembaga keuangan berorientasi bisnis yang melakukan kegiatan 
pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong 
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya dengan 
Prinsip Syariah (Muhammad Shalahudin dan Lukman Hakim: 2008: 202-203). 
Definisi BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis 
Usaha Kecil) dalam peraturan dasar yakni “Baitul Mal Wa Tamwil” adalah suatu 
lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha 
produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil 
bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi ( PINBUK, hal. 
1). 
 
2.1.2 Peran BMT dan fungsi 
BMT berorientasi pada (bisnis oriented) hal tersebut bertujuan supaya 
pengelolaan BMT dapat di jalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat 
efisiensi tertinggi (Muhammad Ridwan, 2004: 129). BMT akan mampu 
memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu 
meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain. 
Peran BMT di masyarakat adalah sebagai (Syarifudin Arif , 2011: 105): 
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1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak. 
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah 
3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu‟afa (miskin). 
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, 
ahsanu amaka, dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir 
qalbiyag ilahiah. 
Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT memiliki fungsi sebagai berikut 
(Muhammad Ridwan, 2004: 131): 
a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan 
mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, 
kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya. 
b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional 
dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan 
global. 
c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan anggota. 
d.  Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara agniya sebagai 
shahibul maal dengan du’afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana 
sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll. 
e.  Menjadi perantara kekuangan (financial intermediary), antara pemilik dana 
(shahibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna 
dana (mudharib) untuk pengembangan usaha produktif. 
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2.1.3 Prinsip Operasional BMT 
Prinsip operasional yang diterapkan pada aktivitas di Lembaga Keuangan 
Syariah Non Bank seperti BMT menggunakan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah 
adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam (bersumber dari Al Qur’an dan 
Al Hadist) antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiyaan 
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah 
Hukum Islam. Kegiatan operasional BMT harus memperhatikan perintah dan 
larangan Al Qur’an dan Al Hadist. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan 
BMT dapat diklasifikasikan sebagai riba (Totok dan Sigit, 2006: 153). 
Dalam menjalankan kegiatannya, peraturan operasional BMT sama 
halnya dalam bank syari’ah yaitu berdasarkan undang-undang Perbankan Nomor 
7 tahun 1992 dengan ketentuan pelaksanaannya seperti PP Nomor 71 tahun 1992 
tentang BPR serta PP Nomor 72 tahun 1992 yang mengatur mengenai bank 
dengan prinsip bagi hasil. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 kemudian diganti 
dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (PINBUK, Hal 6). 
 
2.1.4 Badan Hukum BMT 
Badan hukum BMT yang sesuai dengan kondisi peraturan yang berlaku 
adalah koperasi syariah, yaitu sebagai salah satu unit usaha yang dikelola 
koperasi. Secara organisatoris BMT di bawah badan hukum koperasi. Dalam hal 
ini pengelola BMT bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Sedangkan 
pengurus koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota tahunan (Ahmad 
Sukamatjaya, 2008: 10). 
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Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk 
usahanya, BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah. Dengan 
keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT 
berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ahmad 
Sumiyanto, 2008: 15-16). 
Secara hukum BMT berpayung pada koperasi, tetapi sistem 
operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah. Sehingga, produk yang 
ada di BMT tidak berbeda jauh dengan Bank Syari’ah. BMT yang berbadan 
hukum koperasi, harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 
tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha 
simpan pinjam oleh koperasi, juga dipertegas oleh KEP. MEN Nomor 91 tahun 
2004 tentang Koperasi jasa keuangan Syari’ah. Undang-undang tersebut sebagai 
payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah). 
 
2.1.5 Model Pembiayaan BMT 
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang di 
persamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu di tambah dengan imbalan atau bagi hasil 
(Muhammad Ridwan, 2004: 163) 
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Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, 
aktivitas pembiayaan BMT juga menganut azas syari’ah, yakni dapat berupa bagi 
hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. supaya dapat memaksimalkan 
pengelolaan dana, maka manajemen harus memperhatikan tiga aspek penting 
dalam pembiayaan, yaitu (2004: 164) 
a. Aman 
Merupakan keyakinan bahwa dana yang di lempar dapat ditarik kembali 
sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, 
sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan 
survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang di biayai layak. 
b. Lancar 
Merupakan keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar 
dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan 
BMT semakin cepat. 
c. Menguntungkan 
Merupakan perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan 
bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam 
memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisir. 
Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan masyarakat sangat beragam 
apalagi dalam perekonomian serta beragamnya jenis usaha mengakibatkan 
beragam pula kebutuhan jenis pembiayaannya. Kebutuhan Jenis pembiayaan 
tersebut diantaranya: 
1. Pembiayaan Modal Kerja 
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Penyediaan modal kerja diterapkan dalam berbagai kondisi dan 
kebutuhan, karena memang produk BMT sangat banyak sehingga memungkinkan 
dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut. Berbagai unsur yang termasuk dalam 
modal kerja meliputi: kebutuhan kas, pemenuhan bahan baku, bahan setengah jadi 
(dalam proses) maupun kebutuhan bahan jadi atau bahan perdagangan. Dalam 
sistem LKS, pemenuhan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan 
dan rencana pemanfatannya. karena hal ini akan menentukan jenis akad (2004: 
167) 
2. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli 
Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang 
modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun 
investasi. Atas transaksi jual beli ini, BMT akan memperoleh sejumlah 
keuntungan, karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat 
dan rukun jual beli. Dilihat dari pemanfaatannya, sistem jual beli dapat di bagi 
menjadi (2004: 167): 
a. Pembiayaan Murabahah : Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli 
antara pihak lembaga keuangan dan nasabah dimana lembaga keuangan 
syari’ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian 
menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga perolehan di tambah dengan 
margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh akad. 
b. Pembiayaan Salam: Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang 
dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga 
terlebih dahulu. 
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c. Pembiayaan Istishna: Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam 
bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu 
yang disepakati antara pemesan dan penjual. 
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa 
a. Pembiayaan Ijarah: Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan sewa menyewa 
barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. 
b. Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit Tamlik: Pembiayaan ijarah muntahiya bit 
tamlik adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan 
perpindahan kepemilikan barang yang memberikan sewa kepada pihak 
penyewa. 
4. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil 
a. Pembiayaan Mudharabah: Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara 
pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dimana 
modalnya 100% berasal dari shahibul maal dan keuntungan dibagi menurut 
nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. 
b. Pembiayaan Musyarakah: Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian kerja 
sama antara dua orang atau lebih dimana modalnya berasal dari kedua belah 
pihak dan keduannya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. 
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2.2 Mudharabah 
2.2.1 Pengertian Mudharabah 
Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, 
sedangkan hijaz menyebut mudharabah dengan istilah muqaradhah atau qiradh. 
Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah mudharabah dan qiradh juga 
mengacu pada makna yang sama (Huda, 2011: 111). 
Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. 
Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya 
adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. 
Sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara 
dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, 
sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan 
keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian 
finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana (Suwignyo, 2009: 181). 
Sedangkan menurut pengertian istilah fiqh al-mudharabah adalah sebagai 
berikut (Muhammad, 2004: 37): 
1. Mazhab Hanafi 
Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan 
mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian 
dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah keuntungannya. 
2. Mazhab Syafi’i 
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Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada 
orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka 
berdua. 
3. Mazhab Hambali 
Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas 
jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan 
mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. 
Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang prinsipnya 
partnership yakni hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota yang 
modalnya 100% dari BMT. Atas dasar propossal yang diajukan nasabah, BMT 
mengevaluasi kelayakan usaha dan menghitung tingkat nishbah yang dikehendaki. 
Jika terjadi resiko usaha, BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama 
kerugian tersebut di sebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan 
manusia untuk menanggulanginya. Jika kerugian terjadi karena kelalaian 
menejemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka mudharib yang akan 
menanggung pengembalian modal pokok nya (Antonio, 2001 : 95). 
 
2.2.2 Landasan Hukum Mudharabah 
1. Al-Qur’an 
Dalam hukum Islam akad mudharabah di perbolehkan, karena hal ini 
berlandaskan dengan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al Qur’an di antara dalil-
dalil yang membolehkan praktik akad mudharabah tersebut adalah sebagai berikut 
(Antonio, 2001: 96): 
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  ◆ ◼➔⧫ 
 ❑→⬧  
 ⬧➔➔  
◆ ⬧➔➔◆ 
⬧◆  
⧫ ➔⧫  
◆ ⬧ 
 ◆◆ 
 ⧫   ◼❑⧫ 
⧫⬧ ◼⧫  
⧫⬧ ⧫ 
◆◆⬧  
◆→  ⧫ 
 ❑◆  
  ⧫◆◆ 
⧫❑➢⧫  
 ⧫❑⧫⧫  
⬧   
⧫◆◆ 
⧫❑➔⬧   
  ⧫⬧ 
⧫ ◆◆⬧   
❑◆ 
◼❑◼ 
❑➔◆◆ 
◼❑ 
❑→◆  
⬧   ⧫◆ 
❑⬧➔ → 
  ◼ 
  ◆❑➔  
⬧→◆   
⧫◆ 
    
❑→ ▪     
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“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam 
atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang 
yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan 
siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat 
menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi 
keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara 
kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di 
muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang 
lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah 
zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. 
dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya 
kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang 
paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah 
ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang” (QS Al Muzzammil: 20). (Departemen Agama RI, 
2004: 575). 
 
Dari ayat di atas yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad 
mudharabah dalam ayat ini adalah kata “yadhribun” yang sama dengan akar kata 
mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha atau 
mencari pekerjaan (Djuwaini, 2008: 224). 
Secara umum, landasan dasar syari’ah al-mudharabah lebih 
mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini juga tampak dalam ayat 
berikut (Antonio, 2001: 96): 
⬧⬧ ◆➔ 
❑◼ 
⧫⬧  
 
❑⧫◆  
⬧  
◆  
 ➔ 
⧫❑⬧➔     
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“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung” (QS Al Jumu’ah: 10). (Departemen Agama 
RI, 2004: 554). 
 
Serta ayat berikut (Antonio, 2001: 96): 
 
▪⬧ →◼⧫  
 ❑⧫⬧ ⬧ 
 →◼▪  ⬧⬧ 
⬧  ⬧⧫⧫ 
→⬧  
 ➔☺ 
⧫⬧  
◼→◆ ☺ 
→ ◆ → 
 ⬧ ☺⬧ 
⧫     
“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 
'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan 
berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 
ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu 
benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”(QS Al Baqarah: 
198). (Departemen Agama RI, 2004: 31). 
 
Dari ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi 
setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti 
sekarang ini, siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi 
yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, antara lain melalui 
mekanisme tabungan mudharabah ini (Anshori, 2007: 88). 
2. Fatwa DSN 
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Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI NO: 07/DSN-
MUI/IV/2000 dasar hukum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :  
a. Firman Allah QS. al-Nisa’ ayat 29 : 
⧫  
❑⧫◆  
❑➔→⬧ 
⬧◆❑ →⧫ 
⧫   
❑⬧ ⧫ ⧫ 
⧫⬧   ◆ 
❑➔⬧ 
→    
⧫  ☺◆ 
    
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (Departemen Agama RI, 2004: 83). 
 
 
b. Firman Allah QS. al-Maidah ayat 1 :  
⧫  
❑⧫◆ ❑➔ 
❑→➔ ... 
 
“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu......” (Departemen Agama RI, 2004: 106). 
 
c. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 283 : 
 ⬧  →➔⧫ 
➔⧫ ⬧⬧  
☺➔⧫ ⧫◆⧫ 
◆◆  ....◆ 
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“Artinya. akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” 
(Departemen Agama RI, 2004: 49). 
 
 
2.2.3 Jenis-jenis Mudharabah 
Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu: Mudharabah 
muthlaqoh dan mudharabah muqayyadah (Antonio, 2001: 137). 
1. Mudharabah Mutlaqoh 
Transaksi mudharabah muthlaqoh adalah bentuk kerja sama antara 
shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 
spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama 
salaf ash Shahih seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta 
(lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan 
sangat besar (Antonio, 2001: 137). 
Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito 
sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan 
deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank 
dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan Umum (Muhammad, 2002: 
88): 
a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata 
cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko 
yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai 
kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 
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b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan dan / 
atau sertifikat sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat 
penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib 
memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada 
deposan. 
c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan 
perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo 
dibawah minimum atau status dormant. 
d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu 
yang disepakati, 1, 3, 6, 12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh 
tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad 
sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. 
e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah 
(Sudarsono, 2003: 77). 
2. Mudharabah Muqayyadah 
Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah dimana bank 
diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana pada proyek atau nasabah tertentu. 
Untuk tugas ini, pihak bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan. 
Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah 
sebagai sahibul maal dan pelaksana proyek sebagai mudharib (Nurhasanah, 2015: 
103). 
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Mudharabah muqayyadah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu 
(Sudarsono, 2003: 77-78): 
a. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet. Jenis mudharabah ini 
merupakan simpanan khusus (restriced invesment) dimana pemilik dana dapat 
menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya 
disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan 
dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. 
b. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet. Jenis mudharabah ini 
merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana 
usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang 
mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana 
dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam 
mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. 
 
2.2.4 Rukun dan Syarat Mudharabah 
Dalam rukun akad mudharabah terdapat beberapa perbedaan pendapat 
antara Ulama’ Hanafiyah dan Jumhur Ulama’. Hanafiyah berpendapat bahwa 
yang menjadi rukun akad mudharabah adalah ijab dan qabul. Namun menurut 
Jumhur Ulama’, bahwa rukun akad mudharabah terdiri atas orang yang berakad, 
modal, keuntungan, kerja dan tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang 
dikemukakan Hanafiyah, namun Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang 
disebutkan Jumhur Ulama’ itu, selain ijab dan qabul sebagai syarat akad 
mudharabah. (Syafei, 2001: 226). 
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Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 07/DSN-
MUI/IV/2000, rukun dan syarat pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut: 
1. Penyedia dana (shohibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap 
hukum. 
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 
kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan 
menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia 
dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: 
a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 
b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai. Jika modal 
diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada 
waktu akad. 
c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus diabayarkan kepada 
mudharib, baik cara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan 
dalam akad. 
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 
dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 
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a. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan 
hanya untuk satu pihak. 
b. Bagian keuntungannya proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk 
prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan 
nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan 
pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan 
dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. 
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan 
(muqabil) modal disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan 
hal-hal berikut: 
a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan 
penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian 
rupa yang dapat mengahalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu 
keuntungan. 
c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari’ah Islam dalam tindakan 
yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan 
yang berlaku dalam aktifitas itu. 
Salah satu pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah 
pembiayaan mudharabah. Dalam implementasi, pembiayaan mudharabah dalam 
BMT maupun dalam lembaga keuangan lainnya yang berprinsip syariah, 
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pembiayaan mudharabah sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal 
dengan pengelola dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama 
dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal yang banyak diterapkan ke dalam 
produk penyaluran dana. 
 
2.3 Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 
2.3.1 Pengertian Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 
Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudential principle, diambil dari 
kata dalam Bahasa Inggris “Prudent“ yang artinya “Bijaksana”. Istilah prudent 
sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam 
dunia perbankan istilah itu digunakan untuk ”asas kehati hatian” oleh karena itu, 
di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, 
yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam 
konteks yang berbeda-beda (Gandapradja, 2004: 21). 
Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip 
yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib 
bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah 
dipercayakan kepadanya (Usman, 2001: 18). 
Sedangkan menurut Abdul Ghofur Anshori (2010: 22) prinsip kehati-
hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem 
pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya. 
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Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari 
masyarakat, perbankan syariah maupun BMT hendaknya mampu mengelola 
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Untuk 
itu lembaga keuangan perlu melakukan studi kelayakan sebelum memberikan 
pembiayaan kepada nasabahnya (Anshori, 2008: 183). 
Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau 
lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati untuk meminimalisie 
resiko dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat 
agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja 
yang baik pula. 
 
2.3.2 Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian 
Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan 
landasan yang tertuang dalam Al-Qur’an. Surat Al-Ma’idah ayat 49: 
◆  
◆⧫ ☺ 
⧫⧫  ◆ 
⬧ ➔◆◆❑ 
➔◼◆  
❑⧫ ⧫ ➔⧫ 
⧫ ⧫⧫  
⬧  ⬧ 
❑◆❑⬧ ◼⬧ 
◆   
  ➔⧫ 
❑➔  ◆ 
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  
 ⧫❑→⬧ 
   . 
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, 
supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang 
telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari 
hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa 
Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah 
kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan 
Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang 
fasik.”(Departemen Agama RI, 2004: 116). 
 
Tujuan prudential principle secara luas adalah untuk menjaga keamanan, 
kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu 
bidang pembiayaan, prudential principle bertujuan untuk menjaga keamanan, 
kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra 
(Gandapradja, 2004: 21). 
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara 
tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 
Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwan Perbankan 
Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
menggunakan prinsip kehati-hatian (Anshori, 2010: 22). 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam Pasal 35 ayat 1 juga 
menyebutkan bahwa bank syari’ah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya 
wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Penjelasan pasal 35 ayat 1 menyebutkan 
bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan 
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menerapkan, antara lain sistem pengawasan intern (Zubairi hasan, 2009: 113-
114). 
 
2.3.3 Kriteria Pengawasan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian 
Menurut Nindyo Pratomo, lembaga keuangan wajib mempunyai 
keyakinan dan  wajib secara hati-hati memutuskan untuk memberikan pembiayaan 
kepada nasabah debitur karena dana yang akan disalurkan melalui pembiayaan 
tersebut adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, menerapkan 
prinsip kehati-hatian secara tidak langsung berarti memelihara kepercayaan yang 
di berikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan tersebut (Ansori, 2010: 19). 
Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential 
principles) sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada usaha-
usaha pada masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat enam prinsip kehati-
hatian yang dimaksud yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of 
economy, constraints, yang telah dikenal secara umum. Dalam melakukan 
penilaian terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan, maka bank atau BMT 
harus berpedoman terhadap faktor-faktor sebagai berikut (Veital: 348-352): 
a. Character atau watak calon nasabah 
Character adalah keadaan watak atau sifat dari customer baik dalam 
kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian 
terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau 
kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang 
telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan atas dasar kepercayaan, sedangkan yang 
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mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakina dari pihak bank maupun 
BMT, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang 
positif dan kooperatif. Meliputi Personal Checking, Check Lingkungan dan BI 
Checking 
Di samping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan 
pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun 
dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, 
sebab walau calon mudharib tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan 
utangnya, kalau tidak mempunyai iktikad baik, tentu akan membawa berbagai 
kesulitan bagi bank maupun BMT dikemudian hari.  
b. Capital atau modal calon nasabah 
Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon 
mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi 
kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan meras lebih 
yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng 
yang kuat, agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar, misalnya jika terjadi 
kanaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu 
ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat 
pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk 
membiayai seluruh modal yang diperlukan. 
c. Capacity atau kemampuan calon nasabah 
Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam 
menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari 
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penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon 
mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utangutangnya (ability to pay) 
secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. 
d. Condition of economy 
Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, 
dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada 
suatu saaat memengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Untuk dapat 
gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa 
hal, antara lain: 
1. Keadaan konjungtor. 
2. Peraturan-peraturan pemerintah. 
3. Situasi, politik dan perekonomian dunia. 
4. Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran. 
e. Constraints (keadaan yang menghambat) 
Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan 
suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya, pendirian suatu 
pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran 
batu bara. 
f. Collateral 
Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan 
terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh bank untuk 
mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial mudharib kepada bank. 
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Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status 
hukumnya. 
Peran pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian adalah memastikan 
apakah lembaga keuangan tersebut memiliki kebijakan, prosedur dan pedoman 
Penilaian pembiayaan serta menguji konsistensi pelaksanaannya (Ganpradja, 
2004: 23). 
Sedangkan Menurut Ikatan  Bankir Indonesia (2014: 18) NPF bertujuan 
untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga 
keuangan semakin tinggi rasionya, menunjukan kualitas pembiayaan lembaga 
keuangan tersebut semakin buruk. 
 
2.4 Penelitian Terdahulu 
Kajian tentang prinsip kehati-hatian masih sangat diperlukan 
memngingat pentingnya  prinsip ini terkait dengan keamanan, kesehatan dn 
kestabilan sistem lembaga keuangan. Terutama kajian yang meneliti produk 
pembiayaan mudharabah yang nasabahnya relatif sedikit di banding pembiayaan 
dengan akad lain. Penelitian ini berbeda dengan penalitian yang sudah penah 
dilakukan. Peneliti menguraikan penelitian terdahulu yang serupa tetapi memiliki 
perbedaan yang cukup jelas, sebagai batasan agar tidak terjadi kesamaan dengan 
penelitian ini. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keaslian 
penelitian ini. 
Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan sejauh mana pencapaian 
penerapan dan konsistensi prinsip kehati-hatian (prudent principle) pada 
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pembiayaan mudharabah di BMT Surya Madani. Serta faktor penghambat yang 
dihadapi oleh BMT Surya Madani dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada 
pembiayaan mudharabah. 
Penelitian Rahman Yuli Astuti (2016: 137) yang berjudul “Penerapan 
Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit Di BMT Hasanah Dan Bri 
Unit Mlarak, Ponorogo”. Membandingkan, dalam praktik pada BRI Unit Mlarak 
Ponorogo dengan rata-rata NPL hanya 1% sedangkan BMT Hasanah Mlarak rata-
rata NPF 15%. Perbedaan angka NPL dan NPF diantaranya disebakan oleh 
perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian 
pembiayaan/ kredit. 
Perbandingan yang di soroti adalah implementasi prinsip-prinsip kehati-
hatian di Bri Unit Mlarak melalui mekanisme PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan 
Kredit Bisnis Mikro. Sementara BMT Hasanah belum melaksanakan Prinsip 
Kehati-hatian dengan benar karena belum adanya SOP pembiayaan. 
Penelitian Kartono (2014: 23) yang berjudul “Penerapan Prinsip 
Prudential Banking (Prinsip Kehati-hatian) Terhadap Pembiayaan Modal Kerja 
Musyarakah di Bank Klatim Syariah Cabang Samarinda”. Menyatakan, penerapan 
prinsip kehati-hatian belum cukup maksimal untuk dijalankan. Karena dari satu 
sisi oknum bank Kaltim syariah cabang Samarinda belum sepenuhnya mentaati 
dan menjalankan sesuai peraturan yang berlaku.  
Jenis penelitian kartono menggunakan hukum normatif-empiris dengan 
pendekatan ppenelitian yaitu Case Study, yaitu pendekatan studi kasus hukum 
karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi). 
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Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbanka syariah serta peraturan 
lainnya. 
Penelitian Upia Rosmalinda (2015: 33) yang berjudul “Studi Kritik 
Prinsip Kehati-hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada 
Bank Syariah”. Menyatakan kondisi perbankan saat ini masih sangat rapuh dan 
rawan pembiayaan bermasalah, disebabkan karena prinsip kehati-hatian tersebut 
cenderung setengah hati-hati diterapkan. Oleh karena itu diperlukan aturan 
tambahan dalam prinsip ini melalui screening, monitoring, perpanjangan perbahan 
atas sebagian atau seluruh  syarat perjanjian pembiayaan bermasalah. 
Dari seluruh penelitian yang dipaparkan diatas, masih meneliti secara 
umum tentang kredit/ pembiayaan terhadap prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, 
peneliti mengambil tema Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan 
mudharabah dengan mengambil subyek penelitian manajer beserta karyawan 
BMT Surya Madani Boyolali. Subyek ini dipilih karena belum ada yang mengkaji 
tentang prinsip kehati-hatian terhadap produk pembiayaan mudharabah. 
Mengingat bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang berpotensi  besar 
untuk mengembangkan doktrin ekonomi Islam, khususnya untuk masyarakat 
menengah kebawah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Desain Penelitian 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami 
peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 
gabungan (Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002: 33).  
Menurut Moleong dalam Djaelani (2013: 83) penelitian kualitatif adalah 
kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 
lainnya. Jika dalam penelitian kuantiatif yang menjadi titik perhatian dalam 
pengumpulan data adalah sampel yang diperlakukan sebagai subyek penelitian, 
sedangkan dalam penelitian kualitatif tidak berbicara tentang sampel sebagaimana 
penelitian kuantitatif, tetapi tentang informan dan aktor / pelaku, kata-kata dan 
tindakan informan dan pelaku itulah yang dijadikan sumber data untuk 
diobservasi dan diminta informasinya melalui wawancara / diskusi / dokumentasi. 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Bentuk deskriptif kualitatif dipilih berdasarkan asumsi bahwa pendekatan ini akan 
mendapatkan realita yang bersifat apa adanya pada objek penelitian. Desain 
penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe field reseach (penelitian 
lapangan) dengan menjadikan data lapangan sebagai acuan utama. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, maka peneliti memfokuskan pada kajian Penerapan 
Prinsip Kehati-hatian terhadap pembiayaan mudharabah pada BMT Surya 
Madani Boyolali.  
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Observasi Data yang dimiliki 
BMT
Pembuatan surat izin 
penelitian 
Pengajuan surat penelitian 
ke BMT Surya Madani
Melakukan observasi 
Pembiayaan Mudharabah
Penyusunan 
Pertanyaan 
penelitian
Uji instrumen 
pertanyaan
Wawancara dengan Manajer BMT 
Surya Madani Wawancara dengan 
Costumer Service dan Marketing 
sertaa nasabah
Mengumpulkan keseluruhan data Menganalisi Data
Menyajikan Data
Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan November 2017 
hingga Agustus 2019. Waktu tersebut terdiri dari pengajuan sinopsis skripsi, 
penyusunan proposal, kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi hingga 
penyusunan laporan penelitian selesai. Penjelasan alur penelitian akan dijelaskan 
dalam gambar berikut: 
Gambar 3.1 
Alur Penelitian 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian ini yaitu BMT Surya Madani di Boyolali. Adapun 
alasan pemilihan subyek penelitian ini dikarenakan BMT SURYA MADANI 
dalam usaha pokok sebagai lembaga keuangan syari’ah dengan pengelolaan Baitul 
Maal wat Tamwil (BMT).  
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3.3. Tehnik Pengumpulan Data 
Pencarian data di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data 
yang telah disediakan secara tertulis, rekaman, ataupun dokumentasi. Perolehan 
data berdasarkan proses tersebut kemudian dicatat dengan cermat, argument atau 
komentar informan sebagai obyek penelitian (Subagyo, 2004: 37). 
Menurut Catherine Marshall dan Gretchen yang dikutip oleh Andi 
Prastowo (2010: 20) menjelaskan bahwa metode-metode utama yang digunakan 
oleh para peneliti kualitatif untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya adalah 
menggunakan pengamatan partisipatif (observasi data BMT), wawancara 
mendalam, dan penelitian dokumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
3.3.1. Wawancara  
Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan 
data yang utama. Menurut Moleong (2005), wawancara adalah percakapan dengan 
maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 
Definisi lain dari wawancara merupakan percakapan antara dua orang 
yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk 
suatu tujuan tertentu (Herdiansyah, 2010: 118). Hasil wawancara dituangkan ke 
dalam bentuk catatan lapangan yang telah disediakan peneliti dalam bentuk form 
catatan wawancara seperti yang terdapat pada gambar berikut: 
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Gambar 3.3 
Form Catatan Wawancara 
 
 
 
Tehnik wawancara responden yag digunakan dalam penelitian ini yakni 
teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel 
yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh teman-temannya 
untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2012). Begitu seterusnya sehingga sampel 
semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin 
membesar. Seperti yang tertera pada gambar berikut: 
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Gambar 3.4 
Teknik Snowball Sampling 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: sugiyono (2012). 
Wawancara dilakukan secara individu / face to face. Wawancara 
dilakukan seperti ini karena setiap karyawan, maupun manajer BMT haruslah 
membuat janji untuk bertemu terlebih dahulu, ataupun dilakukan di luar jam kerja. 
Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dan berkaitan dengan tema kepada 
seluruh responden wawancara. Ada dua jenis pertanyaan, yakni pertanyaan 
tersetruktur (yang telah dipersiapkan oleh peneliti) dan pertanyaa tidak 
tersetruktur (muncul secara spontan ketika wawancara). 
3.3.2. Dokumentasi  
Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 
kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 
subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah 
satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran 
dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang 
Informan 1 
Informan 2 
2 
Informan 3 
Informan 4 
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ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010: 
143). 
Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang 
sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan 
dengan penelitian seperti: gambaran umum BMT Surya Madani, struktur 
organisasi kantor BMT Surya Madani, keadaan Kantor BMT Surya Madani, 
catatan-catatan atas laporan keuangan, rekaman audio maupun video, brosur, foto-
foto dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-
data yang belum didapatkan melalui metode observasi data dan wawancara. 
 
3.4. Teknik Analisis Data 
Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dimulai 
dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu 
observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengadakan reduksi data, yaitu 
data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang 
pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan (Sugiyono, 
2012: 338). 
Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong 
(2005), mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa 
yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
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Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, dimana data 
yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif dengan cara berfikir induktif 
yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara 
mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi, mencatat, menganalisa, 
menafsirkan, melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Langkah-
langkah penulis dalam menganalisis data adalah dengan cara sebagai berikut: 
 
3.4.1. Reduksi Data 
Menurut Moleong (2005: 288) reduksi data merupakan suatu proses 
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 
transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 
Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif 
berlangsung. 
Data yang telah diperoleh peneliti dari observasi, wawancara dan 
dokumentasi dibuat catatan lapangan.dengan dukungan data primer lainnya, 
kemudian data yang terkumpul direduksi dengan memfokuskan pada hal-hal 
penting terkait pencapaian prinsip kehati-hatian pada pembiayaan mudharabah. 
3.4.2. Display Data / Penyajian Data  
Menurut Sugiyono (2012: 341) dalam penelitian kualitatif, penyajian data 
dilakukan melalui uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart, dan 
sejenisnya. Display data mempermudah dalam memberikan pemahaman 
mengenai data yag diperoleh dan diolah. Pada penelitian ini metode yang 
digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga peneliti 
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menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, menganalisis 
dan menginterprestasikannya. Dengan demikian display data yang disajikan dalam 
penelitian ini berbentuk uraian atau dideskripsikan dengan kalimat. 
 
3.4.3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 
Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu merupakan 
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 
atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 
sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 
interaktik hipotesos atau teori (Sugiyono, 2012: 342). 
Kesimpulan dalam penelitian ini pun akan dinyatakan dalam bentuk 
kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi tersebut berupa makna atau arti yang penulis 
olah berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Agar kesimpulan yang 
dihasilkan tepat dan sesuai, peneliti akan memverifikasi kesimpulan tersebut 
selama pelaksanaan kegiatan penelitian. 
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3.5. Validitas dan Reliabilitas Data 
Dalam penelitian kualitatif pengujian data diperlukan untuk memenuhi 
kredibilitas data. Hal tersebut dilakukan mengingat keabsahan dalam penelitian 
kualitatif perlu pembuktian yang lebih agar hasil penelitian yang didapat tidak 
diragukan kebenarannya. Oleh karena itu untuk mengukur keabsahan dalam 
penelitian kualitatif dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Menurut 
Sugiyono (2008: 120), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 
credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 
(reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). 
 
3.5.1. Credibility (Validasi Internal) 
Dari apa yang dikemukakan Sugiyono (2008: 121) uji kredibilitas data 
atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan 
dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 
triangulasi, analisis kasus negatif dan menggunakan bahan referensi. Berikut 
rangkaian uji kredibilitas yang akan dilakukan oleh penulis: 
1. Perpanjangan pengamatan 
Penulis melakukan perpanjangan pengamatan agar memperoleh data 
yang valid dan sesuai dengan fakta yang ada dari beragam sumber yang menjadi 
subjek penelitian. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan dengan cara 
menyiapkan instrument yang tepat serta dalam pelaksanaan penelitiannya 
dilakukan dengan benar-benar teliti dan dilakukan dalam kondisi yang tepat. 
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2. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian 
Menurut Sugiyono (2008: 124-125) meningkatkan ketekunan berarti 
melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal 
peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai 
referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang 
terkait dengan temuan yang diteliti. Meningkatkan ketekunan akan membantu 
peneliti dalam hal pengecekan terhadap data-data yang telah ditemukan. Sehingga 
keabsahan data yang diperoleh dapat diketahui oleh penulis. 
3. Triangulasi 
Sugiyono berpendapat (2008: 125) bahwa triangulasi dalam pengujian 
kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 
berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini akan dilakukan triangulasi 
data yang telah diberikan oleh pihak KSPPS terkait yang dijadikan objek 
penelitian. 
Menurut Sugiyono (2008: 127) triangulasi sumber untuk menguji 
kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 
melalui beberapa sumber. Kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis data 
dicari lagi kebenarannya dengan cara dicek melalui tiga sumber data tersebut. 
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Gambar 3.5 
Triangulasi Sumber Data 
 
Sumber: Sugiyono (2008: 126) 
 
Dalam Sugiyono (2008: 127) triangulasi teknik untuk menguji 
kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jadi 
trangulasi teknik adalah mencari informasi pada orang yang sama atau objek yang 
sama dengan menggunakan cara atau teknik yang berbeda. 
 
Gambar 3.6 
Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 
 
Sumber: Sugiyono (2008: 126) 
 
Manajer
Teller/ CSMarketing
Observasi (Data pendukung 
yang dimiliki BMT)
DokumentasiWawancara
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4. Analisis Kasus Negatif 
Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang 
berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Menurut 
Sugiyono (2008: 128) jika masih ada data yang bertentangan dengan temuan maka 
data yang didapat masih diragukan, akan tetapi jika tidak ada lagi data yang 
berbeda dengan dengan data yang diperoleh dapat dikatakan data tersebut bisa 
dipercaya. 
5. Menggunakan Bahan Referensi 
Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan 
data yang telah ditemukan oleh peneliti, menurut Sugiyono (2008: 128) supaya 
data yang diperoleh valid dan dipercaya maka peneliti harus menyertakan bukti 
kuat yang mendukung keabsahan data-data yang diperoleh seperti dokumen, foto, 
rekaman suara, video dan sebagainya. 
 
3.5.2. Transferability (Validitas Eksternal) 
Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian 
kualitatif. Validitas eksternal menunjukan derajat ketepatan atau dapat 
diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil agar 
hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat dipahami oleh orang lain dan 
kemudian hasil penelitian ini mampu diterapkan oleh orang lain, maka penulisan 
laporan harus dilakukan dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, 
dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2008: 130). 
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3.5.3. Dependability (Reliabilitas) 
Dalam bukunya Sugiyono (2008: 131) mengemukakan bahwa dalam 
penelitian kualitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang 
reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi / mereplikasi proses 
penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan 
dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. 
Dalam hal pengujian dependability, perlu adanya kerja sama antara 
penulis dan pembimbing dalam melakukan audit terhadap keseluruhan proses 
penelitian. Kegiatan audit ini dilakukan dalam upaya memperoleh pengetahuan 
bahwasanya dalam penelitian ini penulis melakukan aktivitas lapangan dan 
penulis juga mampu bertanggung jawab atas seluruh rangkaian penelitian yang 
dilakukannya. 
 
3.5.4. Confirmability (Objektivitas) 
Menurut Sugiyono (2008: 131) dalam penelitian kualitatif, uji 
konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat 
dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil 
penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian 
merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut 
telah memenuhi standar confirmability. 
Sesuai dengan pernyataan kutipan tersebut pengujian hasil penelitian 
dilakukan oleh peneliti melalui ada tidaknya keterkaitan antara hasil penelitian 
dengan proses penelitian. Kemudian peneliti melakukan evaluasi terhadap hasil 
53 
 
   
penelitian untuk mengetahui hubungannya dengan fungsi penelitian. Jangan 
sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada (Sugiyono, 2008: 131). 
  
 1  
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum 
4.1.1 Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
BMT Surya Madani. 
Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
Surya Madani 
Nomor Badan Hukum : 14164/BH/KDK.11/VI/2008 
Tanggal Badan Hukum : 05 Juni 2008 
NPWP : 31.186128.0-527 000 
Fax / Telp : 719507 / 0271-722651/ 0271-5845499 
E-mail : BMTkopasma@yahoo.com 
Alamat : Jalan Raya Ngemplak Donohudan, Donohudan, 
Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah 
Alamat Kantor Cabang :  
1. KSPPS BMT Surya Madani Kantor Cabang   Ngemplak Jalan Raya Ngemplak 
Donohudan, Telp 0271-722651 Boyolali, Jawa Tengah. 
2. KSPPS BMT Surya Madani Kantor Cabang Nogosari Jalan Kalioso-Simo 
Km.7 Nogosari, Telp 0271-722651 Boyolali, Jawa Tengah. 
3. KSPPS BMT Surya Madani Kantor Cabang  Solo Jalan Bromo Jaya, Gebang 
RT05/17, Kadipiro, Banjarsari, Telp 081567910004  Surakarta, Jawa Tengah. 
4. Pasar Gilingan, Kios E 126, Surakarta, Telp 085728674124 
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4.1.2 Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah (KSPPS) BMT Surya Madani 
Awal berdirinya lembaga ini berasal dari ide dan gagasan para tokoh 
perserikatan Muhammaddiyah Ranting Desa Giriroto kecamatan Ngemplak 
kabupaten Boyolali dalam menjawab permasalahan tentang fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), kita merasa terpanggil untuk merintis dan mencari wadah bagi 
umat islam khususnya agar terhindar dari adanya riba bunga Bank Konvensional 
serta untuk menciptakan kegiatan yang lebih adil dan menyejahterakan 
masyarakat, salah satunya dengan mendirikan lembaga keuangan dengan prinsip 
syariah.  
Melalui gagasan majelis ekonomi untuk mengumpulkan para pengurus 
takmir dan jamaah masjid pada tanggal 16 Mei 2007 di masjid Al-Muslimin 
dukuh Gumuk Rt. 04/02 desa Giriroto. Hasil rapat terbentuklah keputusan nama 
lembaga keuangan mikro dengan nama BMT Surya Madani dengan kepengurusan 
diketuai sdr. Abdani, SE dengan modal awal oleh para pendiri terkumpul Rp 
12.000.000,00 dengan keanggotaan pendiri 23 orang, lalu dengan modal tersebut 
operasional mulai berjalan dan efektif pada bulan September 2007.  
Seiring dengan berjalannya waktu, di akhir tahun Pengurus mengajukan 
akte pendirian ke dinas koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengan dan telah 
keluar akte pada tanggal 05 Juni 2008 dengan Badan Hukum No. 
14164/BH/KDK.11/VI/2008.  
Dalam rentang tiga tahun berjalan BMT Surya Madani sudah mengalami 
pertumbuhan asetkurang lebih 5 milyar dan telah menyalurkan pembiayaan di 
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tahun 2010 mencapai 4,7 milyar ini menggambarkan masyarakat dan anggota atas 
kepedualiannya tentang keberadaan BMT Surya Madani. 
 
4.1.3 Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
(KSPPS) BMT Surya Madani 
1. Visi BMT Surya Madani adalah Terwujudnya lembaga keuangan syariah 
pilihan umat dengan landasan syariat Islam. 
2. Misi BMT Surya Madania. 
a. Memberdayakan ekonomi anggota dan masyarakat dengan pelayanan yang 
ramah dan amanah. 
b. Menjadi wadah bagi anggota umtuk berinvestasi secara aman dan nyaman 
sesuai syariah. 
c. Meningkatkan sumber daya insani (SDI) dan tekhnologi berdaya saing. 
d. Menjalankan fungsi dan potensi lembaga untuk kepentingan dakwah. 
 
4.1.4 Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah (KSPPS) BMT Surya Madani 
Dalam menjalankan aktivitasnya, salah satunya adalah dengan adanya 
struktur organisasi yang jelas. Adapun struktur organisasi pada Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Surya Madani adalah sebagai 
berikut:  
57 
 
   
Gambar 4.1 
Struktur Organisani BMT Surya Madani 
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4.1.5 Tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
BMT Surya Madani 
Tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT 
Surya Madani ini didirikan adalah sebagai berikut:  
1. Meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan diantara sesama anggota 
koperasi. 
2. Memberdayakan kegiatan koperasi hingga fungsinya lebih maksimal, efisien, 
efektif dan produktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 
3. Meningkatkan pendapatan serta pemerataan kesejahteraan anggota koperasi 
secara profesional. 
4. Membuka lapangan pekerjaan baru yag terbuka bagi anggota koperasi, 
keluarga dan masyarakat. 
 
 
4.1.6 Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
(KSPPS) BMT Surya Madani 
Produk dan Jasa yang ditawarkan di BMT Surya Madani antara lain: 
1. Simpanan. 
a. Simpanan Surmanda 
Karakteristik dan manfaatnya berdasarkan prinsip syariah dengan akad 
mudharabah muthlaqoh, Setoran awal minimum Rp. 20.000 dan setoran  
selanjutnya Rp. 10.000, Penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat  
selama kas buka, Saldo terpelihara minimu Rp. 20.000, Bagi hasil yang 
kompetitif, Bebas segala biaya penarikan dan administrasi perbulan. Syarat 
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pembukaan yaitu Kartu Identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor), Menjadi 
anggota dengan membayar simpanan pokok Rp 10.000. 
b. Si Penter 
Karakteristik dan manfaatnya yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan 
akad Mudharabah  Muthlaqoh,  Setoran  dapat  dilakukan setiap saat selama kas 
dibuka, Penarikan hanya dapat dilakukan pada saat musim pendidikan atau 
kesepakatan atau jatuh tempo, Setoran awal minimum Rp. 10.000 dan selanjutnya 
Rp. 5.000, Menerima bagi hasil setiap bulan, Bebas biaya administrasi perbulan, 
Menunjang program pemerintah dalam memerangi kebodohan, Mendapat hadiah 
peralatan sekolah dengan saldo dana yang ditentukan.  
Syarat pembukaan yaitu Kartu Identitas diri (KTP atau SIMatau Paspor), 
Menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok Rp 10.000. 
c. Simpanan Hari Raya 
Karakteristik dan manfaatnya yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan 
akad mudharabah muthlaqoh, Setoran dilakukan setiap saat selama kas buka, 
Penarikan hanya dapat dilakukan pada musim hari-hari besar atau kesepakatan, 
Setoran awal minimum Rp. 100.000 dan selanjutnya Rp. 10.000, Bagi hasil yang 
kompetitif, Bebas biaya administrasi perbulan, Dapat bonus atau hadiah dengan 
pencapaian saldo simpanan tertentu, Dapat dijadikan jaminan pinjaman atau 
pembiayaan. Syarat pembukaan yaitu Kartu Identitas diri (KTP atau SIM atau 
Paspor), Menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok Rp. 10.000. 
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d. Simpanan Hajum (Haji Umroh) 
Simpanan Hajun adalah simpanan yang bertujuan untuk merencanakan 
ibadah Haji atau Umroh yang mana pihak BMT akan mendaftarkan kepada bank 
penerima setoran haji atau biro perjalanan umroh apabila penyimpan telah 
memenuhi ketentuan untuk biaya perjalanan ibadah haji atau umroh.  
Karakteristik dan manfaat yaitu setoran dapat dilakukan setiap saat selam 
kas dibuka, Penarikan hanya dapat dilakukan untuk tujuan ibadah haji, Setoran 
awal minimum Rp.500.000 dan selanjutnya minimal Rp.100.000, Bebas biaya 
administrasi perbulan, Dapat bagi hasil dan hadiah bila pengendapan dana telah 1 
tahun dan telah mencapai kuota sesuai ketentuan dari kementrian agama, BMT 
dapat menyediakan dana talangan 80% dari biaya setoran haji atau umroh, 
Membantu meringankan persiapan dalam menunaikan ibadah haji, Menambahkan 
niat dalam merencanakan ibdah haji atau umroh. 
Syarat pembukaan yaitu Kartu Identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor), 
Menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok Rp10.000. 
e. Simpanan Berjangka Berencana 
Karkteristik dan manfaat yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad 
mudharabah muthlaqoh, Setoran dapat dilakukan setiap saat selama kas dibuka, 
Penarikan hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu minimum 36 bulan, Setoran 
awal dan selanjutnya minimum Rp. 50.000 perbulan atau kelipatannya, Target 
total simpanan pada saat jatuh tempo minimum Rp. 1.800.000, Bebas biaya 
administrasi perbulan, Bagi hasil kompetitif, Dapat hadiah dengan nominal 
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tertentu. Syaraat pembukaan Kartu Identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor), 
Menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok Rp 10.000. 
f. Si Prima Hasanah 
Karakteristik dan manfaatnya yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan 
akad mudharabah muthlaqoh, Kemudahan perencanaan keuangan untuk berbagai 
keperluan antara lain pembelian rumah, mobil, ibadah haji, umroh, pendidikan 
dan lainnya, Setoran awal dapat dilakukan setiap saat selama kas dibuka, 
Penarikan hanya dapat dilakukan sampai dengan jangka  waktu penempatan 
minimum 3 bulan, Setoran awal minimum Rp.1.000.000 perbulan dan selanjutnya 
minimum Rp.50.000, Dapat bagi hasil dan  hadiah sesuai kesepakatan, Bebas 
biaya administrasi perbulan. 
Syarat pembukaan Kartu Identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor), 
Menjadi  anggota dengan membayar simpanan pokok Rp 10.000. 
2. Penyaluran Dana (Pembiayaan) 
a. Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil), yakni akad kerja sama antara (BMT 
Surya Madani) selaku pemilik modal (shahibul maal) dengan anggota selaku 
pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. 
Dan hasil keuntunga dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua 
belah pihak. 
b. Pembiayaan Musyarakah (Pembiayaan bersama bagi hasil), yaitu akad kerja 
sama usaha produktif dan halal antara (BMT Surya Madani) dengan anggota 
dimana seumber modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai 
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dengan nisbah yanng disepakati kedua belah pihak. Sedangkan kerugian 
ditanggung kedua belah pihak. 
c. Piutang Mudharabah (Jual Bali), yaitu akad jual beli barang antara anggota 
dengan (BMT Surya Madani) dengan menyatakan harga perolehan atau harga 
beli atau harga pokok ditambah keuntungan atau margin yang disepakati 
kedua belah pihak. (BMT Surya Madani) memberi kuasa kepada anggota 
untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama (BMT Surya 
Madani). Lalu barang tersebut dijual kepada anggota dengan harga pokok 
ditambah dengan keuntungan yang diketuhi dan disepakati bersama dan 
diangsur selama jangka waktu tertentu.   
d. Piutang Ijarah (Sewa Beli), yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa antara 
(BMT Surya Madani) dan anggota menyewakan barang atau jasa kepada 
anggota dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur selama jangka 
waktu tertentu.  
3. Produk Jasa dan Pinjamana. 
a. Jasa Rahn (Gadai) 
b. Pinjaman Qordhul hasan (Pinjaman kebajikan) 
Syarat pemohon yaitu Jujur dan amanah, Mempunyai pekerjaan atau  
usaha yang jelas (halal dan syah secara hukum), Telah menjadi anggota atau calon 
anggota. Persyaratan umum mengajukan surat permohonan dengan melampirkan 
Foto copy  identitas diri KTP suami istri, KK, Surat nikah (bagi yang sudah 
menikah) 2  lembar, Foto copy surat-surat jaminan (BPKB atau Sertifikat atau 
SHP) 2 lembar, Foto copy akte pendirian, SIUP, TDP, NPWP dan Neraca R/L 
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(bagi wiraswasta atau usaha) bila ada, Persyaratan lain akan diminta bila 
diperlukan. 
 
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1 Prosedur pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Madani 
Berdasarkan wawancara  dengan  Bapak  Abdani (Manajer Umum, pada 
tanggal 22 Desember 2018), Ibu  Linggar Primadani (Marketing  Financing, pada 
tanggal 4 Februari 2019), dan Ibu Endang Setya Utami (Customer Service, pada 
tanggal 08 April 2019), serta beberapa brosur dan data yang telah peroleh, 
prosedur  pembiayaan Mudharabah di  BMT Surya Madani yaitu diantaranya 
pengajuan persyaratan permohonan pembiayaan. 
Di dalam pembiayaan mudharabah, prosedur pengajuan pembiayaan di 
komunikasikan kepada anggota diantaranya, petugas CS dan Marketing 
menerangkan mengenai pembiayaan mudharabah terlebih dahulu, kemudian, 
anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang harus ditandatangani oleh 
pemohon dan ahli warisnya (suami atau istri atau orangtua) serta melengkapi 
syarat-syarat administrasi. Syarat utama dari pengajuan pembiayaan mudharabah 
di BMT Surya Madani Boyolali yaitu harus terlebih dahulu menjadi anggota atau 
terdaftar sebagai nasabah dan memberi simpanan pokok serta tabungan. 
Adapun berkas yang harus terpenuhi dalam pengajuan pembiayaan yakni 
menyerahkan foto copy KTP yang bersangkutan 2 lembar, foto copy KTP istri 
atau suami 2 lembar (bagi yang sudah menikah) atau foto copy KTP orang tua 
(bagi yang belum menikah), menyerahkan foto copy KK 2 lembar dan foto copy 
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Surat Nikah 2 lembar (bagi yang sudah menikah), menyerahkan foto copy PLN 
dan PDAM 2 lembar, menyerahkan foto copy slip gaji (pegawai jika ada) 2 
lembar. Serta surat keterangan usaha dari kelurahan setempat. 
Untuk Agunan, anggota menyerahkan foto copy surat jaminan atau 
agunan 2 lembar, menyerahkan foto copy KTP pemilik agunan 2 lembar. Bila 
agunan  bukan  milik sendiri, harus menyertakan surat  kuasa atau pernyataan  dari  
pemilik  agunan. Menyerahkan BPKB dengan foto copy STNK disertai gesekan 
nomor rangka dan mesin serta materai 1 lembar bila agunan berupa mobil/motor. 
Menyerahkan Sertifikat dengan foto copy PBB 2 lembar. Mernyertakan denah 
rumah dan tempat usaha lengkap dengan alamatmya. Sedangkan surat-surat 
pendukung yang lain akan diminta bila diperlukan. 
Pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan dan diatas namakan, 
setelah surat permohonan pembiayaan diregistrasi maka marketing financing  
perangkat survey atau tim surveyor melakukan survey ke rumah calon nasabah, 
tempat usaha, jaminan serta lingkungan nasabah. 
Adapun prosedur survey yakni, setelah persyaratan adminstrasi sudah 
lengkap, akan dilakukan BI Checking, survey dilakukan oleh marketing financing 
dengan membawa perangkat tim surveyor, petugas survey melakukan verifikasi 
data ke kelurahan setempat, tentang nama, alamat, asal-usul, dan status 
kependudukannya (asli, pendatang, tidak tetap) dan tempat tinggalnya (milik 
sendiri, numpang atau sewa), petugas survey melakukan survey ke rumah nasabah 
sesuai dengan alamat yang diberikan tentang kebenaran alamat, kondisi rumah, 
perabotan, kekayaan, jumlah keluarga yang menjadi tanggungannya. 
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Petugas survey melakukan survey lingkungan yaitu mencari data dari 
beberapa tetangga tentang perilaku, akhlak, ibadah, usahanya, kekayaannya, 
hutangnya ditempat lain dan sebagainya. Petugas survey melakukan survey ke 
tempat usaha atau ke tempat pembelian barang yang dijadikan obyek pembiayaan, 
tentang kebenaran alamat tempat usaha, jenis usaha, volume usaha, omset usaha, 
siapa saja yang datang menagih hutang, prospek  usaha, harga barang dan 
kualitasnya serta varian dan subsitusinya. 
Di dalam survey agunan, petugas survey melakukan survey atas barang 
dan harta yang akan dijadikan jaminan tentang kebenarannya, kualitasnya, 
statusnya, harga resmi dari BPN dan harga di pasaran, letaknya dan sebagainya. 
Pada saat survey petugas juga sekaligus melakukan wawancara dengan nasabah 
dan wawancara difokuskan pada penggalian 6c. Hasil survey kemudian 
diserahkan kepada manajer. 
Prosedur analisa pembiayaan, faktor internal, yaitu mengacu pada 
kemampuan BMT Surya Madani dengan acuan ratio likuiditas, proyeksi cashflow, 
dan legal limit landing. Lalu faktor individual nasabah, yaitu mengacu pada 
akhlak atau karakter nasabah, agunan yang diberikan, kapasitas usaha, prospek 
usaha, kemampuan keuangan nasabah, beban keuangan yang sedang ditanggung 
nasabah dan riwayat tentang hutang-hutang yang telah dilakukan 6C. Faktor 
eksternal, yaitu mengacu pada trend atau kecenderungan pasar tentang produk, 
pelayanan, metode pemasaran, perubahan harga, dan kemungkinan resiko 
postmajor. 
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Prosedur realisasi dan penolakan pembiayaan, setelah mendapatkan hasil 
survei, dikomitekan atau dirapatkan dan dianalisis. Apabila pembiayaan 
dinyatakan diterima maka dilanjutkan pada proses pencairan tersebut, namun 
apabila pembiayaan ditolak, maka surat penolakan harus segera diberikan kepada 
pemohon selambat-lambatnya 3 hari diberikan atau selambat-lambatnya 10 hari 
setelah surat/formulir pengajuan pembiayaan diajukan oleh nasabah. 
Untuk biaya administrasi pembiayaan, pembiayaan kurang dari atau sama 
dengan 6 (enam) bulan dikenai biaya administrasi sebesar 1,5% dari besar 
pembiayaan pokok. Pembiayaan lebih dari 6 dan kurang dari 18 bulan dikenai 
biaya administrasi sebesar 2-2,5% dari jumlah pembiayaan pokok. Pembiayaan 
jangka waktu 18-36 bulan atau lebih dikenakan biaya administrasi sebesar 2-3% 
dari jumlah pembiayaan. Pembiayaan jangka pendek 1 sampai maksimal 3 bulan 
akan diambil kebijakan yang sepantasnya dan anggota pembiayaan yang sudah 
berulang kali lebih dari 2 kali akan diambil kebijakan sendiri. 
Nilai agunan pembiayaan, agunan berupa tanah harus bernilai sekurang-
kurangnya 25% lebih besar dari nilai pembiayaan. Agunan berupa kendaraan 
bermotor dengan kondisi fisik dan teknis yang masih bagus dengan usia  
maksimal 15 tahun bernilai sekurang-kurangnya 50% lebih besar dari nilai 
pembiayaan. Agunan berupa tabungan atau deposito harus bernilai sekurang-
kurangnya 10% lebih besar dari nilai pembiayaan. Agunan yang lainnya harus 
dikonsultasikan dengan komite pembiayaan.  
Dari hasil wawancara dengan Syaifuddin (pada tanggal 10 April 2019), 
diperoleh hasil yang  sependapat  dengan  apa  yang  telah  disampaikan  dari  
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pihak  BMT  Surya Madani  mengenai  prosedur  dalam  pemberian  pembiayaan  
di BMT Surya  Madani. Informan juga  mengatakan harus mematuhi aturan serta 
segala prosedur yang di terapkan oleh BMT Surya Madani. Hal tersebut merupaka 
salah satu alasan yang dijadikan pertimbangan untuk mengajukan pembiayaan di 
BMT Surya Madani. 
 
4.2.2 NPF pembiayaan BMT Surya Madani Tahun 2015-2018 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdani selaku Manajer 
Umum (tanggal 22 Desember 2018), meninformasikan bahwa pada tahun 2015 
monitoring yang di lakukan dari tim lapangan yang sangatlah minim dan 
cenderung kurang berhati-hati pada pembiayaan yang telah dilakukan, termasuk 
pembiayaan mudharabah. Hal ini berdampak kepada tingginya NPF pada tahun 
tersebut. Untuk tahun-tahun berikutnya, Manajer serta tim memperbaiki 
monitoring, ketelitian serta kehati-hatian. Cara tersebut cukup efektif untuk 
memperbaiki kualitas pembiayaan. Di buktikan dari data NPF berikut ini: 
Tabel 4.1 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT Surya Madani Tahun 2015 
Kolektabilitas Debitur Pembiayaan Porsi 
Lancar 927   10.471.298.095  93,50  
Kurang lancar 89  313.578.980  2,80  
Diragukan 39  246.383.485  2,20  
Macet 28 167.988.740  1,50  
Total  1.083  11.199.249.300   100,00 
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Pembiayaan lancar  = Rp 10.471.298.095 
Outstanding   = Pembiayaan lancar + Total NPF 
= Rp 10.471.298.095 + Rp 727.951.205 
= Rp 11.199.249.300   
 Total NPF x 100 
NPF 2016   =  
               Outstanding 
     
             Rp 727.951.205x 100 
    =  
             Rp 11.199.249.300 
    = 6,5% 
Pada tahun 2015 NPF pada BMT Surya Madani sebesar Rp 727.951.205 atau 
6,5%. 
Tabel 4.2 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT Surya Madani Tahun 2016 
Kolektabilitas Debitur Pembiayaan Porsi 
Lancar 958  12.434.787.793  97,50  
Kurang lancar 82 225.119.203 1,10  
Diragukan 31 100.388.002  0,80  
Macet 23 75.291.002  0,60  
Total  1.094  12.835.586.000  100,00 
 
Pembiayaan lancar  = Rp 12.434.787.793 
Outstanding   = Pembiayaan lancar + Total NPF 
= Rp 12.434.787.793 + Rp 400.798.207 
= Rp 12.835.586.000 
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 Total NPF x 100 
NPF 2016   =  
               Outstanding 
     
             Rp 400.798.207 x 100 
    =  
              Rp 12.835.586.000 
    = 3,12% 
Pada tahun 2016 NPF pada BMT Surya Madani sebesar Rp 400.798.207 atau 
3,12% 
 
Tabel 4.3 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT Surya Madani Tahun 2017 
Kolektabilitas Debitur Pembiayaan Porsi 
Lancar 1.069  14.007.231.198  96,90  
Kurang lancar 95  239.129.083 1,65  
Diragukan 75  128.275.795  0,89  
Macet 50 81.401.963  0,56  
Total  1.289  14.456.038.039  100,00 
 
Pembiayaan lancar  = Rp 14.007.231.198  
Outstanding   = Pembiayaan lancar + Total NPF 
= Rp 14.007.231.198  + Rp 448.806.841 
= Rp 14.456.038.039 
 Total NPF x 100 
NPF 2017   =  
               Outstanding 
     
             Rp 448.806.841 x 100 
    =  
             Rp 14.456.038.039 
= 3,1% 
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Pada tahun 2017 NPF pada BMT Surya Madani sebesar Rp 448.806.841 atau 
3,1%. 
Tabel 4.4 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT Surya Madani Tahun 2018 
Kolektabilitas Debitur Pembiayaan Porsi 
Lancar 1.123 15.993.471.111 96,90  
Kurang lancar 98 251.147.235 1,53  
Diragukan 88 168.536.995 1,02  
Macet 52 90.661.983 0,55  
Total  1.361 16.503.817.324 100,00 
 
Pembiayaan lancar  = Rp 15.993.471.111 
Outstanding   = Pembiayaan lancar + Total NPF 
= Rp 15.993.471.111+ Rp 510.346.213 
= Rp 16.503.817.324 
 Total NPF x 100 
NPF 2018   =  
               Outstanding 
     
             Rp 510.346.213x 100 
    =  
            Rp 16.503.817.324 
    = 3,09% 
Pada tahun 2018 NPF pada BMT Surya Madani sebesar Rp 510.346.213 atau 
3,09%. 
 Dapat Dilihat data NPF pada tahun 2015-2018 diatas, telah mengalami 
penurunan yang cukup signifikan. Membuktikan bahwa peran prinsip kehati-
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hatian memang sangat berpengaruh pada kualitas pembiayaan. Data tersebut juga 
menunjukan bahwa NPF tahun 2016-2018 cenderung konsisten. 
Sedangkan, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Linggar (pada 
tanggal 4 Februari 2019), salah satu faktor penyebab pembiayaan Mudharabah 
kurang berkembang adalah kurangnya singkronisasi atau kerjasama yang sehat 
antara pihak BMT dan Anggota / Nasabah. Selain itu BMT Surya Madani juga 
tidak mau mengambil resiko yang berpengaruh pada kolektabilitas pembiayaan. 
 
4.2.3 Analisis Penerapan dan Konsistensi Prinsip Kehati-hatian (Prudential 
Principle) pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Madani. 
Pada dasarnya semua pembiayaan di BMT harus melalui proses analisis 
pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, hal ini 
dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang 
bermasalah ini lah yang akhirnya dapat membuat kerugian. 
Bermula dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Abdani 
(Manajer Umum BMT Surya Madani, wawancara pada tanggal 22 Desember 
2018) dimana jenis-jenis pembiayaan diantarnya Rahn, Murahabah, Musyarakah 
Ijarah Mudharabah dan lain sebagainya. 
“Itu Pembiayaannya, rahn, murabahah, ijaroh, terus yang 
mudharabah”. (Wawancara dengan Linggar“marketing” pada 
tanggal 4 Februari 2019). 
 
“Kalau Pembiayaan kita sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ya 
ada mudharabah, murabahah, ada ijaroh, mungkin ada sistem jasa 
ya, atau mungkin juga ada pinjaman Qod, ada musyarakah”. 
(Wawancara dengan Abdani “Manajer Umum” pada tanggal 22 
Desember 2018). 
 
72 
 
   
Dapat dilihat Secara garis besar produk-produk pembiayaan yang di 
tawarkan oleh BMT Surya Madani sama seperti BMT pada umumnya. Disamping 
itu, Pada produk pembiayaan Mudharabah dianggap Pembiayaan yang spesial, 
perkembangannya pun tidak sebaik pembiayaan lainnya. 
“mudharabah tapi sedikit, terus sekarang sudah jarang sih yang 
pakai mudharabah”. (Wawancara dengan Linggar“marketing” pada 
tanggal 4 Februari 2019). 
 
“Kalau pembiayaannya memang tidak begitu banyak seperti 
murabahah ya, mudharabah itu memang benar-benar ya teliti, 
kalau tidak teliti nanti kan risiko”. (Wawancara dengan Abani 
“Manajer Umum” pada tanggal 22 Desember 2018). 
Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. 
Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih 
tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan 
usahanya. Sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad kerjasama 
usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan 
seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, 
dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan 
kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana (Suwignyo, 2009: 
181). 
Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang prinsipnya 
partnership yakni hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota yang 
modalnya 100% dari BMT. Atas dasar propossal yang diajukan nasabah, BMT 
mengevaluasi kelayakan usaha dan menghitung tingkat nishbah yang dikehendaki. 
Jika terjadi resiko usaha, BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama 
kerugian tersebut di sebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan 
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manusia untuk menanggulanginya. Jika kerugian terjadi karena kelalaian 
menejemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka mudharib yang akan 
menanggung pengembalian modal pokok nya (Antonio, 2001 : 95). 
Walaupun informan menyampaikan hal tersebut, Pada kenyataannya 
masih ada nasabah yang menggunakan produk pembiayaan mudaharabah, 
meskipun jumlahnya hanya sedikit sekali, tidak sebanyak pembiayaan lain yang 
ada di BMT Surya Madani. 
“Untuk Nasabah Ada, masih ada”. (Wawancara dengan Adani 
“Manajer Umum” pada tanggal 22 Desember 2018). 
 
“Kalau tahun yang 2018 itu kan masih ada 2 nasabah itu masih ada 
tapi kan kebetulan udah selesai yang satunya”. (Wawancara dengan 
Endang Setya Utami “CS”, pada tanggal 08 April 2019). 
 
Di dalam praktiknya, pembiayaan menggunakan akad mudharabah 
masih tetap berjalan walaupun resiko pada pembiayaan yang menggunakan akad 
ini lebih tinggi dibandingkan dengan akad lain, misalnya pembiayaan dengan akad 
murabahah. Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah lebih 
besar porsinya dari pada pembiayaan dengan bagi hasil, hal itu dikarenakan 
penghitungan dalam pembiayaan murabahah lebih mudah dan risiko murabahah 
pun kecil. Hal itu berbeda dengan mudharabah yang risikonya lebih tinggi (Dadan 
Suryapraja, 2017). 
Dalam perkembangannya pun, pembiayaan mudharabah dianggap sulit 
untuk di terapkan. Karena menyangkut kerjasama yang serius antara pihak BMT 
dengan Nasabah. Hal ini tidak berbanding lurus dengan semakin banyak nya 
Nasabah di BMT tersebut. Dan dari pihak masyarakat sendiri banyak yang 
mempunyai usaha, yang sangat berpotensi dan erat hubungannya dengan akad 
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mudharabah dalam pembiayaan. Ini disebabkan oleh ketakutan dari pihak BMT 
terhadap krisis kejujuran dari nasabah atau anggota.  
“Apa yang dilaporkan itu kita harus saling mempercayai dan orang 
itu, mudharabah itu yang suruh jujur itu juga susah” (Wawancara 
dengan Abdani “Manajer Umum” pada tanggal 22 Desember 
2018). 
 
“kan intine jujur, nek misale hasile akeh kalau hasile dikit ya dikit, 
tapi kita kenapa kog diminimkan yang mudharabah itu, karena 
sekarang cari orang yang jujur ki yo angel gitu, iya, kadang nek pas 
hasile okeh, dilaporke sithik, nek hasile sithik engko baru dilaporke 
begitu” (Wawancara dengan Endang Setya Utami “CS”, pada 
tanggal 08 April 2019). 
 
“ya berusaha menerapkan hanya beberapa saja yang kita 
penggunaan akad mudharabah itu cuman kan di sisi lain kita juga 
lembaga yang perlu memikirkan operasionalnya profitabilitasnya 
juga”(Wawancara dengan Linggar “marketing” pada tanggal 4 
Februari 2019). 
 
Dari yang di sampaikan diatas, mudharabah dalam prakteknya di 
lapangan, banyak nasabah yang tidak bisa menentukan pendapatan dengan jelas, 
kemudian resikonya adalah bagi hasil yang sedikit, kemudian dapat merugikan 
lembaga keuangan. Maka dari itu, di dalam penentuan nasabah pembiayaan 
Mudharabah harus dilakukan dengan ketelitian, kerja sama yang baik serta kehati-
hatian tinggi agar tidak terjadi resiko yang fatal ketika pembiayaan mudharabah 
sudah berjalan.  
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syaifuddin (pada tanggal 10 april 
2019), secara tidak langsung membenarkan bahwa, pendapatan di dalam usaha 
yang tidak tentu sangat berpengaruh pada kualitas angsuran yang wajib mereka 
bayarkan kepada pihak BMT. 
“hehe pernah juga (menunggak) karena usaha kan tidak untung 
terus mbak, pernah juga sepi. Jadi pendapatannya sama untungnya 
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itu tidak tentu, kadang banyak kadang sedikit” (Wawancara dengan 
Syaifuddin “nasabah” tanggal 10 April 2019). 
 
Maka dari itu, Prinsip kehati-hatian sangat berperan penting dalam 
seluruh pembiayaan agar terhindar dari resiko-resiko, khususnya pada pembiayaan 
dengan akan mudhrabah yang membutuhkan perhatian khusus dalam 
pengelolaannya, seperti yang di paparkan di bab 2 serta hasil wawancara bahwa 
resiko pembiayaan mudharabah lebih tinggi dari pada pembiayaan lainya.  
Menurut Abdul Ghofur Anshori (2010: 22) prinsip kehati-hatian adalah 
pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan 
internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya. Konsekuensi yuridis 
sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, perbankan syariah maupun 
BMT hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
kehati-hatian. Untuk itu lembaga keuangan perlu melakukan studi kelayakan 
sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya (Anshori, 2008: 183). 
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, studi kelayakan sudah 
dilaksanakan oleh pihak BMT Surya Madani. Terbukti dari prosedur penerimaan 
anggota pembiayaan mudharabah dilakukan secara teliti dan seksama. Adapun 
anggota yang masih memilik usaha baru belum bisa melakukan pembiayaan 
mudharabah dikarenakan pendapatannya belum bisa terukur dengan jelas. 
Anggota yang sudah memilik usaha dan berpenghasilan tetap lah yang bisa 
dipertimbangkan sebagai anggota pembiayaan mudharabah di BMT Surya Dana 
Madani. 
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Dengan kata lain, untuk meminimalisir resiko, nasabah yang baru mulai 
membuka usaha tidak bisa mengajukan, karena belum jelas pendapatannya serta 
belum tau usaha tersebut bisa berjalan atau tidak. Selain itu BMT juga 
memikirkan resiko-resiko di kemudian hari. 
“Iya, sudah jalan, kalau belum jalan kan belum tentu 
penghasilannya, kalau sudah jalan kan tahu siklusnya hariannya itu 
apa? Keuntungan keuangannya berapa? Itu kan omsetnya berapa? 
Ini kan sudah jalan. Harga pokoknya, kalau biayanya segini ada 
nilai tambah keuntungan dan omset berapa kan gitu?”(Wawancara 
dengan Abdani “Manajer Umum” pada tanggal 22 Desember 
2018). 
 
 
Prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-undang Perbankan 
Syariah Pasal 35 yang menyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS dalam 
melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. 
Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan 
analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip 6 C, 
yakni meliputi unsur character (watak), capital (permodalan), capacity 
(kemampuan nasabah), condition of economy (kondisi perekonomian), colleteral 
(agunan) dan constrain (keadaan yang menghambat) (Anshori, 2009: 10). 
Di hasil wawancara penulis, prinsip kehati-hatian pada BMT Surya 
Madani sendiri telah dilakukan enam prinsip yang berlaku, hal tersebut telah 
sesuai dengan kajian teori yang telah dibangun di bab 2. Apabila meninjau pada 
prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential principles) sebelum menyalurkan dan 
memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha pada masyarakat, maka sekurang-
kurangnya terdapat enam prinsip kehati-hatian yang dimaksud yaitu character, 
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capacity, capital,collateral, condition of economy, constraints, yang telah dikenal 
secara umum. 
Prinsip ini menurut hasil wawancara dengan bapak abdani “Manajer 
Umum” pada tanggal 22 Desember 2018 dan Ibu Linggar “marketing” pada 
tanggal 4 Februari 2019 telah di terapkan. Serta hasil wawancara dengan bapak 
Syaifuddin nasabah pembiayaan mudharabah pada tanggal 10 April 2019), 
membenarkan apa yang di ungkapkan oleh pihak BMT. 
“cuman kalau dari kita yang pertama itu, terus tapi agunanannya itu 
kan masuk ke 6 C survei itu, dari surveinya itu, lha kalau disini 
yang sangat dilihat itu, terus kemampuan angsurnya orangnya, 
karakternya, sama usahanya”(Wawancara dengan Linggar 
“marketing” pada tanggal 4 Februari 2019). 
 
“dari pihak BMT mengadakan analisa atau survei lapangan, nah 
dengan spec lapangan itu kan akan mencari informasi yang salah 
satunya ada 6 C, lha nanti akan kita olah dari hasil itu, kira-kira 
pengajuan yang diajukan masuk 6 C itu tadi ya  terpenuhi apa 
tidak? Nanti kalau bisa terpenuhi bisa kita ambil kesimpulan untuk 
memberikan suatu pembiayaan” (Wawancara dengan abdani 
“Manajer Umum” pada tanggal 22 Desember 2018). 
 
“mengumpulkan syarat-syarat nanti dibawa kesana, terus di survei, 
di tanya-tanyain banyak sekali, tetangga juga katanya di  tanyain, 
tp tanpa sepengatuan saya, cukup ketat sih” (Wawancara dengan 
Syaifuddin “nasabah” tanggal 10 April 2019). 
 
Pelaksanaan prinsip kehati-hatian, dapat kita lihat dalam penerapan 
analisis secara mendalam dengan menggunakan prinsip 6 C, satu persatu dapat di 
buktikan oleh BMT Surya Madani yang telah menerapkan prinsip tersebut dalam 
pengelolaan pembiayaannya. 
Pertama, Character (penilaian watak/ kepribadian) Penilaian watak calon 
nasabah diperoleh dari informasi pihak lain yang dapat dipercaya sehingga BMT 
Surya Madani Boyolali menyimpulkan bahwa calon nasabah yang bersangkutan 
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jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan dikemudian hari. Pihak BMT 
melakukan BI Checking, meliputi histori nasabah didunia perbankan apakah 
nasabah mempunyai pembiayaan yang sedang diterima melalui bank lain serta 
untuk mengetahui nasabah mempunyai masalah dengan bank lain dimasa lalu atau 
tidak mengenai pembiayaan atau kredit yang pernah dilakukan. 
“Adapun prosedur survey yakni, setelah persyaratan adminstrasi 
sudah lengkap, akan dilakukan BI Checking.”(Data Prosedur 
Pembiayaan) 
 
Personal Checking, marketing mewawancarai nasabah. Dalam 
wawancara tersebut seorang marketing dan surveyor sudah dibekali pihak BMT 
untuk bisa melihat karakter dari calon nasabah. Karakter tersebut dapat dilihat dari 
cara bicara, tingkah laku, dan sikap ketika diwawancarai oleh marketing. 
“Pada saat survey petugas juga sekaligus melakukan wawancara 
dengan nasabah dan wawancara difokuskan pada penggalian 
6c.”(Data Prosedur Pembiayaan) 
 
Check Lingkungan, marketing menanyakan calon nasabah terhadap 
tetangga, karyawan, relasi kerja, dan perangkat desa tentang perilaku calon 
nasabah, riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi 
ekonomi.  
“survey dilakukan oleh marketing financing dengan membawa 
perangkat tim surveyor, petugas survey melakukan verifikasi data 
ke kelurahan setempat, tentang nama, alamat, asal-usul, dan status 
kependudukannya (asli, pendatang, tidak tetap) dan tempat 
tinggalnya (milik sendiri, numpang atau sewa), petugas survey 
melakukan survey ke rumah nasabah sesuai dengan alamat yang 
diberikan tentang kebenaran alamat, kondisi rumah, perabotan, 
kekayaan, jumlah keluarga yang menjadi tanggungannya.”(Data 
Prosedur Pembiayaan) 
 
“Petugas survey melakukan survey lingkungan yaitu mencari data 
dari beberapa tetangga tentang perilaku, akhlak, ibadah, usahanya, 
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kekayaannya, hutangnya ditempat lain dan sebagainya.”(Data 
Prosedur Pembiayaan) 
 
“Kan kita survei ke lapangan ya, tanya tetangga-tetangga ataupun 
ya rekan-rekannya yang mungkin didaerah situ atau ke tempat 
usahanya atau di rumahnya, mengenal kita sudah salah satunya kan 
ya apa namanya karakter, karakter itu kan penting ya, kejujuran itu 
kan penting.” (Wawancara dengan abdani “Manajer Umum” pada 
tanggal 22 Desember 2018). 
 
Dengan hal tersebut, dapat mengetahui kepribadian calon nasabah itu 
seperti apa dan bagaimana sehari-harinya calon nasabah serta melakukan 
pengamatan-pengamatan lainnya. Prinsip ini telah sesuai dengan hasil penelitian 
berupa data prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT Surya Madani 
Boyolali. Selain itu dapat di buktikan dari hasil wawancara kepada bapak 
Syaifudin (pada tanggal 10 April 2019). 
“Pertanyaan nya banyak yang diajukan ke saya cukup banyak, 
lewat tetangga juga pernah mbak, saya di kasih tau tetangga” 
(Wawancara dengan Syaifuddin “nasabah” tanggal 10 April 2019). 
 
Kedua, Capacity/ Kemampuan mengetahui kemampuan keuangan calon 
nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah mampu memenuhi kewajiabn sesuai 
jangka waktu pembiayaan. Melihat usaha yang sedang dijalankan oleh calon 
anggota, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan bayar 
calon nasabah. Pendapatan lain/ penghasilan rata-rata, keterangan pengeluaran dan 
tanggungan dalam KK. 
Pada prakteknya analisis capacity selain bertujuan untuk mengetahui 
nasabah mampu atau tidak dalam pembiayaan, capacity juga dilihat dari 
kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangannya. Apabila pengeluaran 
nasabah lebih banyak daripada pemasukannya maka pembiayaan tidak bisa 
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diterima. Apabila nasabah berasal dari wirausaha maka dapat dilihat dari struk-
struk pembelian dan struk pembelanjaan. 
“menyerahkan foto copy KK, PLN /PDAM 2 lembar, menyerahkan 
foto copy slip gaji (pegawai jika ada) 2 lembar”(Data Prosedur 
Pembiayaan). 
 
“Pada saat survey petugas juga sekaligus melakukan wawancara 
dengan nasabah dan wawancara difokuskan pada penggalian 
6c.”(Data Prosedur Pembiayaan) 
 
“Usahanya, itu nanti kalau misalkan dia bukan pengusaha kita 
mintai slip gaji nanti setiap tanggal gajian itu kita hubungi, kita 
mintai slip gaji kira-kira kalau gajinya sekian buat angsur sekian 
bisa enggak, mampu enggak, yang penting yang jelas” (Wawancara 
dengan Linggar “marketing” pada tanggal 4 Februari 2019). 
 
Dari prosedur syarat administrasi dan survey sudah memenuhi aspek 
capacity. Dapat disimpulkan bahwa aspek ini memang sangat penting karena 
lancar atau tidaknya suatu pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bayar 
calon nasabah. Dalam hal ini tim penganalisis harus sangat teliti dalam 
menganalisis calon nasabah dalam kemampuan membayar pembiayaannya. 
Officer pembiayaan yang menganalisis juga dapat melakukan wawancara tentang 
pendapatan yang diperoleh nasabah baik dari hasil usaha sampingan dan 
menanyakan juga pengeluaran nasabah dalam kebutuhan tertentu. 
Ketiga, Capital/ Modal, menganalisa modal dapat dilihat dari laporan 
keuangan usaha yang dijalankan selama beberapa akhir periode, wawancara 
kepada nasabah tentang peminjaman di bank lain, tujuan penggunakan pinjaman 
dan menganalisa terhadap data  kelayakan nasabah pemohon pembiayaan. 
“Petugas survey melakukan survey ke tempat usaha atau ke tempat 
pembelian barang yang dijadikan obyek pembiayaan, tentang 
kebenaran alamat tempat usaha, jenis usaha, volume usaha, omset 
usaha, laporan keuangan usaha, siapa saja yang datang menagih 
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hutang, prospek usaha, harga barang dan kualitasnya serta varian 
dan subsitusinya”(Data Prosedur Pembiayaan).  
 
“kalau pembiayaan kan kita memilih-milih, kan resiko, kan 
analisanya tetep ditanyakan walaupun bisa, ya kemampuan itu 
harus dimiliki” (Wawancara dengan Linggar “marketing” pada 
tanggal 4 Februari 2019) 
 
Pada prakteknya analisis capital melihat aset apa saja yang dimiliki oleh 
nasabah. Seperti rumah, mobil, motor dan lain-lain. Kemudian bank juga melihat 
seberapa besar DP atau uang muka yang akan dibayarkan nasabah kepada BMT. 
Karena semakin besar DP atau uang muka yang dibayarkan nasabah maka BMT 
akan semakin yakin bahwa nasabah tersebut pantas untuk diberi pembiayaan. 
Keempat, Condition Of Ekonomy Pada prakteknya analisis ini digunakan 
untuk mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi keuangan nasabah. 
Petugas menganalisis pembiayaan akan melihat seberapa besar kemampuan 
nasabah dalam mengangsur pembiayaan yang diberikan. Tentu saja dalam hal ini 
lebih mudah menganalisis calon nasabah yang berpenghasilan tetap dibanding 
nasabah yang berpenghasilan tidak tetap (wirausaha). Maka harus benar-benar 
diteliti dalm menganalisis nasabah yang wirausaha dan bagi nasabah yang 
berpenghasilan tetap akan dilakukan survey kondisi sosial dan ekonomi. 
“Pembiayaan ya salah satunya melengkapi data-data pribadi, data 
keuangan, data usaha” (Wawancara dengan abdani “Manajer 
Umum” pada tanggal 22 Desember 2018). 
 
“Faktor eksternal, yaitu mengacu pada trend / kecenderungan pasar 
tentang produk, pelayanan, metode pemasaran, perubahan harga, 
dan kemungkinan resiko postmajor”(Data Prosedur Pembiayaan). 
 
Kelima, mengacu pada bab 2, Constraints adalah batasan dan hambatan 
yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, 
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misalnya, pendirian suatu pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-
bengkel las atau pembakaran batu bara. Yaitu dengan survey lingkungan tempat 
usaha. 
Keenam, aspek Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib 
sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai 
oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial mudharib 
kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti 
kepemilikan dan status hukumnya. 
Maka dari itu, Nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di 
BMT Surya Dana Madani baik dalam nominal banyak maupun sedikit, di 
haruskan memakain agunan guna meminimalisir resiko kemacetan dalam 
membayar angsuran tiap bulannya. Negosiasi dilakukan di awal akad, hal tersebut 
dilakukan atas dasar BMT meringankan anggota yang membutuhkan dan tidak 
memberatkan anggotanya. Ini yang menjadi pembeda antara pembiayaan 
konvensional dan pembiayaan Syari’ah. 
“Agunan pakai semua, disini semua pakai pembiayaan pakai 
agunan semua, dari mulai satu juta pun harus pakai, semua pakai 
agunan memang untuk meminimalisir resiko kemacetan. Jadinya 
kita melakukan pembiayaan itu juga dengan meringankan anggota 
yang membutuhkan, bukan memberatkan, ya kalau misalkan wonge 
jane ora mampu ngangsur sekian kita ACC berarti itu kan 
memberatkan alhasil nanti dibelakang pasti ada masalah makanya 
dia harus di negosiasi dulu mampunya gimana”. (Wawancara 
dengan Linggar “marketing” pada tanggal 4 Februari 2019). 
 
Untuk barang yang dijaminkan disesuaikan dengan nominal yang 
dicairkan. Hal tersebut guna meminimalisir kemacetan. Bila nasabah tidak mampu 
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membayar, pihak BMT akan membantu menjualkan agunan tersebut. Perbedaan 
lain, BMT tidak memakai sistem lelang. 
Dari pernyataan anggota, pada poin agunan, anggota juga membenarkan 
bahwa telah memberikan agunan berupa BPKB Kendaraan Bermotor. Hal tersebut 
bertujuan untuk menjamin/ memperkuat kepercayaan dari pihak BMT Surya 
Madani dengan anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah. Sehingga 
hubungan terjalin dengan baik. 
Informasi tersebut di perkuat juga oleh keterangan dari nasabah/ anggota 
yang pernah melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT Surya 
Madani. Nasabah menginformasikan prinsip 6C telah di terapkan dalam proses 
pengajuan dana. Dibuktikan bahwa BMT Surya Madani melakukan survei yang 
mendalam tentang nasabahnya dari berbagai informan terkait. Jadi informasi yang 
di dapat dari Pihak BMT Surya Madani dengan keterangan Nasabah telah sesuai. 
Tujuan prudential principle secara luas adalah untuk menjaga keamanan, 
kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu 
bidang pembiayaan, prudential principle bertujuan untuk menjaga keamanan, 
kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra 
(Gandapradja, 2004: 21). 
Pola dasar dari BMT Surya Dana Madani berpegang teguh pada prinsip 
kekeluargaan, untuk anggota pembiayaan mudharabah secara berkala selalu di 
ingatkan melalui SMS / WhatsApp / telepon apabila sudah mendekati/ melebihi 
tanggal jatuh tempo, selain untuk bersilaturahmi hal tersebutu juga akan 
84 
 
   
mempengaruhi nasabah, bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus 
dibayarkan. 
Adapun kategori kemacetan menurut Ibu Lingga (Wawancara pada 
tanggal 4 Februari 2019) ada empat tingkatan, kolektabilitas pertama lancar, 
kolektabilitas kedua kurang lancar, kolektabilitas ketiga diragukan, kolektabilitas 
keempat macet. Pada kolektabilitas pertama dan kedua masih dalam penanganan 
marketing, berupa mengingatkan mealui SMS dan mendatangi rumahnya. 
Sedangkan kolektabilitas ketiga dan keempat (macet 4 bulan sampai 6 bulan) 
sudah berbeda tim yang menangani. 
Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Mudharabah memiliki peran 
penting dalam prakteknya. Adapun prinsip kehati-hatian pada BMT Surya Dana 
Madani sudah pasti terterapkan, sebab hal tersebut merupakan bagian dari proses 
pembiayaan. Pun anggota yang sudah sering melakukan pembiayaan di BMT 
Surya Dana Madani tetap harus dilakukan prinsip kehati-hatian demi menjaga 
kredibiltas sebagai BMT.  
“Kalau ini pasti diterapkan prinsip kehati-hatian karena itu kan 
bagian dari proses pembiayaan, itu pasti dilakukan, pasti dan harus 
untuk dilakukan walaupun udah banyak ataupun anggotanya itu 
udah sering pembiayaan di sini tetap harus dilakukan prinsip 
kehati-hatian itu” (Wawancara dengan Linggar “marketing” pada 
tanggal 4 Februari 2019). 
 
Menurut Ibu Linggar, dalam prakteknya intensitas pembiayaan 
mudharabah dikurangi dikarenakan pihak dari BMT takut melenceng dari fatwa-
fatwa yang ada. Melihat kondisi di lapangan sendiri karakter dari anggota 
berbeda-beda. Pun menurut Bapak Abdani poin penting pada pembiayaan 
mudharabah yakni pada hal saling percaya (kejujuran). Terkadang ada anggota 
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berkata-kata manis kepada BMT, namun ketika di survey di lapangan (informasi 
dari tetangga / rekan) justru tidak sesuai dengan kata-kata manisnya, sehingga hal 
itu menjadi perhatian lebih untuk BMT. 
Kasus pembiayaan bermasalah yang berakibat pada tingginya nilai NPF 
pada lembaga keuangan syariah bukan hal baru, namun apabila tidak ditangani 
secara professional, pembiayaan tersebut akan membawa dampak yang 
merugikan. Oleh karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan 
pembiayaan kepada masyarakat. 
Kesehatan pada BMT Surya Madani erat hubungannaya dengan NPF. 
Pada tahun 2015 monitoring yang di lakukan dari tim lapangan yang sangatlah 
minim dan cenderung kurang berhati-hatipada pembiayaan yang telah dilakukan, 
termasuk pembiayaan mudharabah. Hal ini berdampak kepada tingginya NPF 
pada tahun tersebut. Untuk tahun-tahun berikutnya, Manajer serta tim 
memperbaiki monitoring dan kehati-hatian dalam proses pembiayaan. 
Karena penerapan prinsip kehati-hatian bukan di tunjukkan dengan 
banyak sedikitnya nasabah, akan tetapi dengan data tingkat NPF BMT Surya 
Madani. Penerapan prinsip kehati-hatian bisa juga di tandai dengan 
berkembangnya produk tersebut yang selaras dengan tingkat kesehatan BMT. 
BMT Surya Madani melakukan antisipasi resiko di kemudian hari 
dengan menerapkan studi kelayakan dan prinsip kehati-hatian untuk Anggotanya. 
Antisipasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Anggota baru, melainkan Anggota 
yang sudah lama pun juga terus di pantau. Maka dengan demikian, resiko-resiko 
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yang ada di kemudian hari bisa terminimalisir.  Hal tersebut sudah menjadi 
rutinitas dari BMT Surya Dana Madani. 
 
4.2.2 Hambatan yang Dihadapi oleh BMT Surya Madani Boyolali dalam 
Menerapkan Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan Mudharabah. 
Dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini, BMT Surya Madani Boyolali 
sering menemui hambatan-hambatan yangterjadi pada pembiayaan mudharabah, 
ada beberapa faktor- faktor yang menghambat penerapan prinsip kehati-hatian 
pada pembiayaan mudharabah tersebut. 
Dalam praktekya, yang menjadi hambatan di dalam pembiayaan 
Mudharabah yaitu ketidak jujuran anggota itu sendiri. Hambatan lainnya yaitu 
wilayah, anggota bukan asli daerah Boyolali, di Boyolali hanya mengontrak saja. 
Sehingga apabila terjadi kemacetan, hal tersebut menjadi kendala bagi BMT Dana 
Surya Madani.   
“yang menghambat itu ketidak jujuran anggota, terus juga itu ya 
wilayah, wilayah nah itu kadang ada yang kontrak di sini kontrak 
tapi aslinya mana gitu itu juga akan menghambat ya?itu di ACC ya 
bisa jadi tapi kebanyakan itu hati-hatinya harus amat sangat itu ya 
kan misalkan disini deket sini misalkan usaha dagangannya laris 
tapi dia bukan orang asli sini,hanya ngontrak”. (Wawancara dengan 
Linggar “marketing” pada tanggal 4 Februari 2019). 
 
Selain kejujuran, menurut Bapak Abdani selaku manajer, hambatan lain 
yakni kelalaian dari anggota maupun dari pihak BMT itu sendiri. Ketika Anggota 
yang sudah memiliki usaha yang sudah berjalan dan berpenghasilan, terkadang 
mereka lalai akan kewajiban yang harus disetorkan ke BMT. Nasabah sengaja 
untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak 
memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Terkadang masalah pribadi 
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juga berpengaruh seperti usaha yang mengalami penurunan omset. Atau hal lain 
seperti bencana Alam. 
 Apabila dari pihak BMT tidak memantaunya dengan rutin, Anggota 
biasanya juga tidak mau menyetorkan ke BMT. Jika sudah macet dan tidak 
dipantau oleh pihak internal BMT, alhasil Anggota mencari pembiayaan di tempat 
lain. 
Hambatan juga tidak semua dari anggota BMT, melainkan dari pihak 
internal pun juga ada hambatannya. Salah satunya yakni pihak internal yang 
kesulitan melayani suluruh nasabah (Nasabah pembiayaan mudharabah). Hal ini 
mengakibatkan Anggota yang bukan internal BMT menjadi tidak terurus. Selain 
itu, peralihan karyawan juga menjadi kendala interal BMT Surya Dana Madani 
sehingga pekerjaan menjadi terbengkalai karena peralihan jabatan. 
“salah satunya yaitu anggota-anggota internal itu, tadi banyak 
penanganan yang dilayani, akhirnya nasabahnya enggak terlayani. 
kan seperti itu ya, peralihan jabatan, ditempatkan yang lain, karena 
mungkin belum menyesuaikan pekerjaan, kadang terbengkalai”. 
(Wawancara dengan abdani “Manajer Umum” pada tanggal 22 
Desember 2018). 
 
Selain peralihan karyawan, Anggota bawaan dari marketing juga menjadi 
salah satu kendala internal. Marketing terkadang memohon untuk di ACC 
Anggota barunya, sedangkan Anggota barunya tersebut biasanya sanak 
saudaranya atau tetangganya sendiri. Hal ini justru malah memberatkan 
marketingnya apabila kelak di kemudian hari Anggota tersebut mengalami 
kemacetan.  
“Kalau dari internal, itu sih, marketing yang membawa ya? kan 
juga mempengaruhi dikira ra percoyo opo piye padahal sebenarnya 
kita malah kasihan nek di ACC misale sedulure, apa tetangganya 
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kayak gitu”. (Wawancara dengan Linggar “marketing” pada 
tanggal 4 Februari 2019). 
 
Menurut Endang Setya Utami Customer Service, pada tanggal 08 April 
2019 salah satu kendala kurangnya nasabah pembiayaan mudharabah yakni, tidak 
ada marketing / tim khusus untuk mensosialisasikan dan menangani produk 
mudharabah, mengingat produk ini memang spesial. Dalam artian membutuhkan 
penanganan khusus, teliti dan sangat hati-hati. 
Dari keterangan dari wawancara Endang Setya Utami Customer Service, 
pada tanggal 08 April 2019, hal tersebut dapat di tanggulangi jika di BMT Surya 
Madani Boyolali mampu memposisikan/ menugaskan marketing / tim khusus 
untuk menangani serta memberikan sosialisasi dan pengertian tentaang 
pembiayaan mudharabah dengan harapan penanganan bisa terfokus. 
  
 1  
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 
Prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) adalah prinsip yang dianut oleh pihak 
BMT Surya Madani dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-
hati untuk menentukan nasabahnya yang layak diberi pijaman. BMT Surya 
Madani Boyolali telah menerapkan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)  
dalam pembiayaan Mudharabah 
Mengacu pada teori yang telah dibangun pada bab 2, Tujuan prudential 
principle secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan 
sistem perbankan. NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan 
pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga keuangan, semakin rendah rasionya, 
menunjukan kualitas pembiayaan lembaga keuangan tersebut semakin baik. 
Konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat dilihat dari tingkat NPF 
BMT Surya Madani. Dari hasil penelitian pada Perkembangan NPF pembiayaan 
BMT Surya Madani, penerapan tersebut bisa dikatakan konsisisten sejak tahun 
2016 hingga tahun 2018 semakin membaik. 
Hal tersebut tercermin dari seluruh proses atau prosedur pemberian 
pembiayaan Mudharabah dan penanggulangan serta penanganan kepada nasabah 
atau anggota. BMT Surya Madani melakukan penelitian secara seksama dan hati-
hati terhadap calon nasabahnya dalam bentuk melakukan analisis yang mendalam 
dengan menggunakan prinsip  6C, yaitu: character, capacity, capital, collateral,  
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condition of economy, constraints. BMT Surya Madani juga 
munggunakan sistem agunan berapapun nominal pembiayaan yang akan di 
ajukan, serta tetap melakukan monitoring  dengan sering berkomunikasi dengan 
nasabah. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada aspek hambatan, hambatan 
yang sering terjadi pada BMT Surya Madani Boyolali dalam rangka menerapkan 
prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah adalah dari Faktor internal 
yaitu ketelitian saat mensurvei nasabah, banyaknya penanganan yang dilayani, 
faktornya peralihan jabatan, hubungan sosial yang khusus. Sedangkan faktor 
Eksternal adalah ketidak jujuran nasabah dalam melaporkan pendapatannya, 
nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada BMT, 
penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan 
tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan usaha yang dimiliki nasabah 
mengalami penurunan omset, bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian 
nasabah. 
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5.2. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dari hasil 
penelitian ini dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Dalam menjalankan bisnis syari’ah ini supaya mengedepankan nilai-nilai 
syari’ah agar tidak sama dengan bisnis konvensional, terutama dalam 
mensosialisasikan produk-produk khususnya pembiayaan mudharabah kepada 
anggota dan operasionalnya. 
2. Untuk pengembangan produk mudharabah, sebaiknya mulai membentuk 
marketing / tim khusus untuk menangani serta memberikan sosialisasi dan 
pengertian tentaang pembiayaan mudharabah dengan harapan penanganan bisa 
terfokus. 
3. Dalam memberikan pembiayaan BMT Surya Madani harus lebih selektif dan 
hati-hati, agar pembiayaan tersebut tidak macet dan tepat sasaran dan tepat 
guna. 
4. Profesionalitas dari pejabat pembiayaan harus selalu ditingkatkan. Hal ini 
penting untuk menghindari penyimpangan dalam pemberian fasilitas  
pembiayaan. Juga kualitas pelayanan yang di berikan kepada anggota merata. 
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Lampiran 1.  Jadwal Penelitian
 
No  
KEGIATAN 
September - 
Desember 
2017 
 Februari - Juni 
2018 
Juli - Oktober 
2018 
November - 
Februari 2019 
Februari - Mei 
2019 
Agustus -
November 
2019 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan Proposal   X  x 
 
 x                                   
2 Konsultasi  X x x x                  x x 
3 Revisi Proposal         x  x x   
 
                
4 Pengumpulan Data              x           x    x x   x    
5 Analisis Data             
 
                  x  x x     
6 Penulisan Akhir Skripsi                                   
 
  
 
x x x  
7 Pendaftaran Munaqosah                                            x 
8 Munaqosah                                            x 
9 Revisi Skripsi                                            x 
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Lampiran 2 
List Wawancara  
No Key question Aspek Definisi Aspek Pertanyaan Informan 
1 
Latar 
Belakang 
Pengadaan 
produk 
Mudharabag 
Sejarah Sejarah 
1. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya BMT Surya 
Madani? 
Manajer 
BMT Surya 
Madani 
2. Siapa yang berperan dalam proses berdirinya BMT Surya 
Madani? 
3. Dimana BMT Surya Madani pertama kali berdiri? 
4. Kapan BMT Surya Madani mulai berdiri? 
5. Mengapa harus BMT? 
6. Bagaimana struktur kepengurusan di BMT Surya Madani? 
Perkembangan 
Produk 
Perkembangan 
produk yang 
dimaksud yaitu 
tentang 
spesifikasi 
produk 
Pembiayaan 
Mudharabah 
1. Apa saja jenis pembiayaan yang ada di BMT Surya Madani? 
Manajer, 
Customer 
Service dan 
Marketing 
2. Bagaimana Perkembangan produk pembiayaan 
Mudharabah? 
3. Bagaimana prosedur / tata cara pelaksanaan produk 
pembiayaan Mudharabah? 
4. Berapa jumlah total nasabah Pembiayaan Mudharabah di 
BMT Surya Madani? 
5. Resiko pembiayaan Mudharabah 
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2 
Penerapan 
dan 
Konsistensi 
Prinsip 
Kehati-hatian 
(Prudential 
Principle) 
pada 
Pembiayaan 
Mudharabah 
Penerapan di 
BMT Surya 
Madani 
Penerapan yang 
dimaksud yaitu 
Penerapan 
Prinsip Kehati-
hatian dalam 
Pembiayan 
Mudharabah 
1. Apa yang anda ketahui tentang Penerapan dan Konsistensi 
Prinsip Kehati-hatian pada pembiayaan Mudharabah? 
Manajer, 
Customer 
Service dan 
Marketing 
2. Apakah prinsip kehati-hatian sudah di terapkan dalam proses 
pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Madani? 
3. Siapa saja yang berperan dalam Penerapan dan Konsistensi 
Prinsip Kehati-hatian pada pembiayaan Mudharabah? 
4. Mengapa harus ada prinsip kehati-hatian? 
5. Kapan Prinsip Kehati-hatian harus diterapkan? 
Konsistensi 
Penerpan 
Prinsip 
Kehati-
hatian 
Konsistensi yang 
di maksud yaitu 
Konsistensi 
penerapan 
Prinsip Kehati-
hatian dalam 
Pembiayaan 
Mudharabah 
1. Bagaimana Konsistensi Prinsip Kehati-hatian pada 
pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Madani? 
2. Kapan penerapan Prinsip Kehati-hatian pada pembiayaan 
Mudharabah di BMT Surya Madani dikatakan konsisten? 
3. Apa pentingnya Konsistensi Prinsip Kehati-hatian pada 
pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Madani? 
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3 
Faktor 
penghambat 
yang di 
hadapi oleh 
BMT Surya 
Madani 
dalam 
menerapkan 
Prinsip 
Kehati-hatian 
pada 
Pembiayaan 
Mudharabah? 
Hubungan 
Lingkungan 
Hubungan 
Lingkungan 
yaitu faktor yang 
menghambat 
penerapan 
Prinsip Kehati-
hatian pada 
Pembiayaan 
Mudharabah dari 
segi Internal 
1. Apa yang Menghambat Penerapan Prinsip Kehati-hatian 
produk pada pembiayaan Mudharabah? 
Manajer, 
Customer 
Service dan 
Marketing 
2. Siapa yang berperan menanggulangi hambatan dalam 
Penerapan Prinsip Kehati-hatian produk pada pembiayaan 
Mudharabah? 
3. Bagaimana cara menaggulangi hambat dalam Penerapan 
Prinsip Kehati-hatian produk pada pembiayaan Mudharabah? 
Hubungan 
Lingkungan 
Hubungan 
Lingkungan 
yaitu faktor yang 
menghambat 
penerapan 
Prinsip Kehati-
hatian pada 
Pembiayaan 
Mudharabah dari 
segi eksternal 
1. Apa yang Menghambat Penerapan Prinsip Kehati-hatian 
produk pada pembiayaan Mudharabah? 
2. Siapa yang berperan menanggulangi hambatan dalam 
Penerapan Prinsip Kehati-hatian produk pada pembiayaan 
Mudharabah? 
3. Bagaimana cara menaggulangi hambat dalam Penerapan 
Prinsip Kehati-hatian produk pada pembiayaan Mudharabah? 
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Lampiran 3 
Form Catatan Observasi 1 
Hari/ Tanggal : Sabtu / 22 Desember 2018 
Waktu : 09.00-12.00 WIB 
Lokasi : Rumah bapak Abdani 
Catatan : - Buku RAT yang diterbitkan oleh BMT Surya Madani Boyolali 
- Profil Serta Bagan Struktur Organisasi 
- Wawancara dengan  Manajer BMT Surya Madani Bapak Abdani 
 
Form Catatan Observasi 2 
Hari/ Tanggal : Senin / 04 Februari 2019 
Waktu : 09.00-12.00 WIB 
Lokasi : BMT Surya Madani 
Catatan : - Brosur produk-produk BMT Surya Madani 
- Lokasi BMT Surya Madani 
- Wawancara dengan  Marketing Financing BMT Surya Madani Ibu Linggar Primadani 
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Form Catatan Observasi 3 
Hari/ Tanggal : Senin  / 08 April 2019 
Waktu : 16.00-17.00 WIB 
Lokasi : Rumah Ibu  Endang Setya Utami 
Catatan : - Formulir Pendaftaran pengajuan pembiayaan Anggota  
- Akad Pembiayaan Mudharabah 
- Wawancara dengan  Customer Service BMT Surya Madani Ibu  Endang Setya Utami 
 
Form Catatan Observasi 4 
Hari/ Tanggal : Rabu  / 10 April 2019 
Waktu : 15.00-15.30 WIB 
Lokasi : Kampus IAIN Surakarta 
Catatan : - Buku Tabungan dan Foto Toko yang Dimiliki 
- Wawancara dengan  Nasabah Bapak Syaifudin 
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Lampiran 4 
FORM HASIL WAWANCARA DAN TRANSKIP WAWANCARA 
FORM HASIL WAWANCARA 1 
Hari / Tanggal  : Sabtu / 22 Desember 2018 
Waktu   : 09.00-12.00 WIB 
Wawancara   : Pihak BMT Surya Madani  
 
1. Data Informan 
Nama : Bapak Abdani 
TTL : - 
Jabatan : Manajer BMT Surya Madani 
Lama Bekerja : 12 Tahun 
Alamat : Jl. Raya Ngemplak Dukuhnya Dukuh Gagan Kelurahan Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali 
Kontak : 0815-6791-0001 
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2. Hasil Wawancara 
- Sejarah berdirinya BMT Surya Madani 
- Perkembangan Produk Mudharabah cenderung tidak baik (Nasabah sedikit) 
- NPF 2015 tidak baik karena kurang monitoring dan kurang kehati-hatian 
- Prinsip kehati-hatian sudah di terapkan untuk meminimalisir resiko 
- NPF 2016-2018 Sudah membaik dan cenderung stabil 
- Hambatan dari nasabah dan marketing (pelayanan) 
- Penentuan Agunan 
- Penanganan pemmbiayaan bermasalah 
 
 
 
FORM HASIL WAWANCARA 2 
Hari / Tanggal  : Senin / 04 Februari 2019 
Waktu   : 09.00-12.00 WIB 
Wawancara   : Pihak BMT Surya Madani  
 
 
103 
 
   
1. Data Informan 
Nama : Ibu Linggar Primadani 
TTL : - 
Jabatan : Marketing Financing BMT Surya Madani 
Lama Bekerja : 3 Tahun 
Alamat : Jl. Raya Ngemplak Dukuhnya Dukuh Gagan Kelurahan Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali 
Kontak : 0878-4878-8762 
 
2. Hasil Wawancara 
- Legalitas Lembaga keuangan 
- Struktur organisasi 
- Produk-produk BMT Surya Madani, khusunya Produk pembiayaan (mudharabah) karakteristiknya. 
- Prosedur Pembiayaan 
- BMT berusaha menerapkan pembiayaan agar tidak menyalahi aturan 
- Penerapan prinsip kehati-hatian melalui 6 c 
- Penanganan Nasabah bermasalah 
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FORM HASIL WAWANCARA 3 
Hari / Tanggal  : Senin  / 08 April 2019 
Waktu   : 16.00-17.00 WIB 
Wawancara   : Pihak BMT Surya Madani  
 
1. Data Informan 
Nama : Ibu  Endang Setya Utami 
TTL : - 
Jabatan : CS BMT Surya Madani 
Lama Bekerja : 6 Tahun 
Alamat : Jl. Raya Ngemplak Dukuhnya Dukuh Gagan Kelurahan Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali 
Kontak : 0815-6791-0001 
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2. Hasil Wawancara 
- Tata cara pengajuan atau prosedural Pembiayaan 
- SOP penanganan pembiayaan 
- Penentuan agunan 
- Kepercayaan kepada Nasabah 
- Perkembangan pembiayaan mudharabah kurang baik 
- Hambatan dari nasabah dan marketing 
- Rencana pengadaan tim khusus agar terfokus menangani pembiayaan mudharabah 
 
 
FORM HASIL WAWANCARA 4 
Hari / Tanggal  : Rabu  / 10 April 2019 
Waktu   : 15.00-15.30 WIB 
Wawancara   : Nasabah BMT Surya Madani  
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1. Data Informan 
Nama : Syaifudin 
TTL : - 
Jabatan : Nasabah BMT Surya Madani 
Lama Bekerja : 9 Tahun 
Alamat : Jl. Raya Ngemplak Dukuhnya Dukuh Gagan Kelurahan Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali 
Kontak : 0857-2555-2331 
 
2. Hasil Wawancara 
- Alasan Pengajuan pembiayaan mudharabah 
- Prosedur pembiayaan yang selaras dengan apa yang diungkapkan  pihak BMT 
- Ketertiban dalam pembayaran angsuran 
- Pendapatan / Laba yang tidak menentu 
- Proseedur Survei dalam pengajuan pembiayaan 
- Saran untuk BMT Surya Madani khususnya dalam pembiayaan mudharabah 
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Perkenalkan ya Mbak, Nama saya Dani Saya Manajernya di BMT Surya 
Madani, dengan alamat Jl. Raya Ngemplak Dukuhnya Dukuh Gagan 
Kelurahan Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali  
Berhubungan dengan keinginan mbak memenuhi tugas SKRIPSI ya, 
Pertama mungkin hubungan saya kenalkan dulu, kalau sejarah perlu 
enggak? Sejarah kemarin sudah? 
Sudah Pak 
Ini yang berhubungan dengan pembiayaan? tentang? 
Pembiayaan mudharabah  
Mudharabah? Iya? 
Nggih pak 
Silahkan ditanyakan apa yang mungkin kita bisa dibicarakan? 
Untuk manajerial pembiayaan secara keseluruhan sendiri? 
Berhubungan dengan manajerial untuk BMT Surya Madani ini memang 
ada beberapa yang mungkin yang dicanangkan untuk lembaganya, salah 
satunya kita menggunakan manajerial itu ada, dan mungkin dari awal 
pengurus ke manajer utama, manajer umum, nanti ada manajer 
operasional, ada manajer pemasaran atau bisnis, mungkin ada lagi, 
berhubungan dengan keuangan, diturunkan lagi ke bawah nanti ada 
manajer cabang yang membiayai operasional sehari-hari kita, manajer 
cabang ada staf, ada AC, ada marketing dan sebagainya, strukturnya 
organisasi begitu, secara manajerial kita menggunakan prinsip-prinsip yang 
sesuai dengan manajemen, mungkin kalau disampaikan disini mungkin 
ndak selesai waktunya. Karena banyak sekali,  Nanti bisa dijabarkan 
sendiri manajerialnya. Intinya, struktur seperti BMT tidak begitu banyak 
dalam hal apa? Strukturnya, mungkin memang masih sampel lah, karena 
belum banyak cabang-cabang yang dilakukan. Baru cabang tiga saat ini 
yang dilakukan. 
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Kalau untuk jenis-jenis pembiayaan di BMT sendiri? 
Kalau Pembiayaan kita sesuai dengan ya, prinsip-prinsip Islam, ya ada 
mudharabah, murabahah, ada ijaroh, mungkin ada sistem jasa ya, atau 
mungkin juga ada pinjaman Qod, ada musyarakah, memang belum begitu 
dilakukan ya, rata-rata yang mudharabah sama ijaroh. 
Yang mudharabah? 
Yang mudharabah ya, kita pembiayaan mudharabah yang prinsip, orang itu 
punya usaha yang sedang berjalan, yang punya usaha yang kita biayai yang 
punya hasil, nanti sistem bagi hasil. 
Kalau tata cara pelaksanan dalam pembiayaan mudharabah sendiri apa? 
Ya, paling nggak prinsip yang pertama, dalam pengajuan itu tujuannya itu 
untuk apa? Pengajuan usaha itu, dari prinsip pengajuan itu nanti dia 
mengisi form pembiayaan ya salah satunya melengkapi data-data pribadi, 
data keuangan, data usaha, setelah nanti dia melengkapi itu, dari pihak 
BMT mengadakan analisa atau survei lapangan, nah dengan spek lapangan 
itu kan akan mencari informasi yang salah satunya ada 6 c, lha nanti akan 
kita olah dari hasil itu, kira-kira pengajuan yang diajukan masuk 6 c itu 
tadi ya  terpenuhi apa tidak? Nanti kalau bisa terpenuhi bisa kita ambil 
kesimpulan untuk memberikan suatu pembiayaan, pembiayaan itu ada 
namanya yaitu komite pembiayaan 
Kalau nasabahnya sendiri apa sudah banyak apa? 
Kalau nasabahnya banyak sekali. 
Kalau pembiayaan mudharabah? 
Kalau pembiayaannya memang tidak begitu banyak seperti murabahah ya, 
mudharabah itu memang bener-bener ya teliti, kalau tidak teliti nanti kan 
risikonya ya kalau memang usahanya tidak jalan aja mungkin bisa, ya 
kalau nanti ada kendala yang berhubungan dengan apa? Kemacetan dan 
lain sebagainya itu kan juga beresiko, jadi memang bener-bener usahanya 
jalan dan bener-bener punya penghasilan. 
Resiko sendiri apakah kalau murabahah resikonya sedikit atau apakah 
mudharabah banyak? 
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Risikonya tergantung kita yang memutus sebenarnya kalau itu sudah 
resiko, nanti kita alihkan ke pembiayaan yang lain misalnya usahanya 
belum jalan gitu ya, nanti kita alihkan ke pembiayaan yang lubang, untuk 
kebutuhan apa to? Di mudharabahkan untuk membeli apa gitu dan 
mungkin kalau dia punya usaha, yang sudah mapan maksudnya. Usaha 
awal itu banyak resiko, jadi resikonya memang tergantung si pembuat 
kebijakan itu misalnya ya orang-orang yang bertugas ya marketingnya 
yang menganalisa usahanya itu. 
Menurut data di buku RAT BMT ini npf tahun 2015 lumayan tinggi nggih 
pak? 
Ya untuk npf pada beberapa taun lalu memang kurang monitoring, tetapi 
kita kembangkan dan evaluuasi terus agar kesehatan bmt stabil 
Kalau Prinsip kehati-hatian untuk produk mudhorobah itu sudah di katakan 
stabil belum nggih pak? 
Kalau sesudah tahun 2015 menurut saya sudah ya, karena kan NPF juga 
termasuk juga, Cuma ya kita harus selaraskan dengan perkembangan nya 
juga ya. 
Kalau mudharabah itu harus usahanya harus berjalan terlebih dahulu? 
Iya, sudah jalan, kalau belum jalan kan belum tentu penghasilannya, kalau 
sudah jalan kan tahu siklusnya hariannya itu apa? Keuntungan 
keuangannya berapa? Itu kan omsetnya berapa? Ini kan sudah jalan. Harga 
pokoknya, kalau biayanya segini ada nilai tambah keuntungan dan omset 
berapa kan gitu? 
Untuk mudharabah sendiri masih ada? 
Ada, masih ada  
Pengelolaan dana mudharabahnya sendiri digunakan dari nasabahnya 
untuk mengelola dana? 
Maksudnya? Nasabah anu nabung itu? 
Nggih 
Tabungan ya, tabungan semua yang kita lakukan pakai prinsip 
mudharabah, hanya ada satu yang tabungan tidak pakai mudharabah, 
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simpanan tahun, yang lain semuanya mudharabah walapun isbahnya 
berbeda-beda ya, kita punya banyak produk termasuk produk yang 
menggunakan mudharabah itu ada simpanan sulmada, ada simpanan 
pendidikan, ada simpanan hari raya, ada simpanan apa itu? haji umroh, ada 
simpanan berjangka kalau ditotalkan namanya deposito, semua pakai 
prinsip mudharabah. 
Kalau pembiayaan memang Kita harus memilih orang-orang yang bener-
bener itu tadi, ya itu tadi yang namanya syariah kan, ya nanti kalau kita 
bener-bener menyalurkan ya nanti kita tak dapat hasil. Sistem mudharabah 
itu kan sistem bagi hasil. Apa yang dilaporkan itu kita harus saling 
mempercayai dan orang itu, mudharabah itu yang suruh jujur itu juga 
susah. Kalau mudharabah yang kita lakukan ya yang murni bukan yang 
mungkin jangka waktu yang panjang menentukan sesuatu pas muncul 
aturannya berapa …. 
Berarti itu prinsip kehati-hatian? 
Prinsip kehati-hatian ya itu tadi salah satunya ya kita nanti kalau orang itu 
kan melaporkan ya dikantor itu kan yang manis-manis ya tapi kalau yang 
ndak tahu kan kita survei ke lapangan ya, tanya tetangga-tetangga ataupun 
ya rekan-rekannya yang mungkin didaerah situ atau ke tempat usahanya 
atau di rumahnya, mengenal kita sudah salah satunya kan ya apa namanya 
karakter, karakter itu kan penting ya, kejujuran itu kan penting. 
Lha itu prinsip kehatian-hatian udah diterapkan belum di pembiayaan 
mudharabah? 
Sudah, sudah. Kehati-hatian itu sudah, itu kan resikonya, itu tadi kan kita 
tidak mengenal hubungan dengan yang kontan ya, mau apa kan syariah, 
nanti kalau terjadi kemacetan bisa membayarkan pokoknya saja 
Kalau Agunan?  
Ya kita kan ndak, yaa agunan juga ada untuk kehatian-hatian kita tetap kita 
megang agunan, tapi kita tidak pernah kog menjual aset punya pihak 
nasabah. 
Lelang itu gimana, Pak? 
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Kita tidak pakai ya 
Untuk penerapannya sendiri yang terlibat sangat penting itu selain 
marketing? 
Ya nanti kan apa kita itu setiap ada apa, kewajiban dari pihak nasabah atau 
mitra pembiayaan itu kan anu ya. Proses yang pertama setelah kita 
menyelesaikan pembiayaan kan kita harus ada pendampingan, 
pendampingan pertama salah satunya mungkin hubungan lewat  telepon, 
kedua nanti orang yang sudah melakukan pembiayaan itu diharapkan kan 
bisa setiap pekan atau setiap bulan itu menabung supaya, itu juga 
monitoring juga sebenernya, dia punya penghasilan dari omset 
penjualannya itu bisa ditabung, mungkin setiap pekan sekali, atau berapa 
hari sekali itu kita datangi itu sebagai bentuk monitoring kita, ya kalau 
nggak ya sudah kira-kira apa itu mungkin dihubungi aja lewat telepon 
sebelum waktunya pembayaran dihubungi, ya hanya sekedar untuk 
menanyakan gimana kabarnya, kesehatannya, itu secara tidak langsung, 
walaupun nanti kita masuk ke mengingatkan kewajiban. 
Apakah penerapannya itu sudah dilakukan? 
Itu sudah, sudah punya namanya grup, nanti ada sms, nanti kita share  
Kalau nanti udah waktunya, maaf Pak mengingatkan bahwa kewajiban 
Bapak ini sudah seperti ini, kalau sudah membayarkan angsuran kita 
abaikan saja. 
Di BMT Surya Madani sendiri kalau ada kemacetan begitu dalam 
mudharabah pripun penangannya? 
Disitu kan kita pendekatan ya, kita tidak mengenal seperti bank-bank yang 
lain, ya selama prinsip kekeluargaan itu masih ya kita usahaka dulu, ya 
salah satunya prinsip kekeluargaan itu masih ya kita kekeluargaan dulu, ya 
kalau kekeluargaan itu enggak bisa, kita bisa menghubungi ya mungkin 
keluarganya, nanti kiranya keluarganya kan bisa membantu, kan kalau 
biasanya orang itu kan malu kalau ternyata macet kog dia sulit enggak 
mbayar mau ke keluarganya kan dia malu, bisa kita sampaikan misalnya 
ada masalah ini ninini nanti kan keluarganya bisa membantu disitu, itu 
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salah satu prinsip-prinsip, nanti kalau udah mentok ya kita kekeluargaan, 
gimana asetnya kita jualkan seperti itu 
Menjualnya? 
Ya kita bantu menjualkan tapi tidak sampai ke lelang. Kalau memang kita 
bisa melihat kondisinya ya, misalnya kondisi Mona kan misalnya ya, dia 
mampu nggak untuk membayar tapi memang tidak mampu untuk dibayar 
ya seharusnya seperti itu. 
Kalau BMT Surya Madani itu sesudah menentukan ini tu layak ngoten, itu 
yang menganalisa sendiri sinten? 
Salah satunya kan gini ya, orang waktu interview itu kan kelihatan, ya kita 
lihat usahanya misalkan, kalau sudah usahanya, nanti ke rumahnya 
mungkin ke jaminannya. Ada tiga kan, usahanya berbeda, dirumahnya, 
jaminannya dan sebagainya, selama interview itu kan kita bisa mengamati 
yang apa yang kita  sampaikan, dia jujur apa tidak lha terus apa yang 
dilaporkan itu memang bener atau tidak itu juga kelihatan. Kan sekarang 
banyak orang mau usaha itu kan usahanya ditambahi jadi banyak. Nanti 
kalau kita bener-bener tidak teliti, disampaikan tulisan yang besar itu kita 
belum tentu percaya, dan kita kan mengelola, Pak ini kalau omset segini itu 
transaksinya pembelian itu gimana, nota-notanya, lha nota-notanya kalau 
dia mungkin kalau sudah biasa kan dibuatkan nota aja di toko-toko itu, lha 
kita kan harus minta nota-notanya itu, salah satu ada contact person bisa 
kita hubungi, kita juga kroscek selalu transaksi ke toko, misalnya ke 
notanya itu, kedua kita juga kroscek hubungan berapa kalau mau tanya 
dimana ditaruh di mana uangnya, o saya di Bank, Bank itu rekeningnya 
mana, nanti kita minta copynya, iya copynya? ndak transaksi ini, kalau 
jualan online itu kan lewatnya kan Bank kan, nanti transaksinya bener ndak 
di online nan itu, misalnya usaha online, kan gak kelihatan online itu 
barangnya gitu lho, transaksi banknya mana?  
Untuk yang menghambat prinsip kehati-hatian sendiri? 
Ya, yang menghambat itu kalau orang-orang ya kadang kita kalau udah 
waktunya lalai untuk mengingatkan, kan orang itu kan rata-rata kan 
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alasannya yaitu karena selama kita mengingatkan orang kan termasuk 
bekerja, kelupaan orang itu kan kalau sebelum mendapatkan pembiayaan 
kan koyo yak yak o  
Semangat nggih pak 
Setelah pembiayaan pasarnya sepi malah ndak mau kerja, caranya gimana, 
akhirnya kan itu tadi, kita mengingatkan, sekedar itu dia akan merasa 
termotivasi untuk bekerja, kan ya mungkin gampange arep ora setoran kan 
juga malu, karena selalu diperhatikan, kan yang pernah tidak setor itu kan 
kelihatan tidur, tidak pernah diperhatikan, macet tidak ditangani, terlambat 
tidak pernah diurusi, akhirnya kan merasa nyaman, terus dia mencari 
pembiayaan di tempat lain lagi. Yang itu prinsip kehatian-hatian, artinya 
kita sudah melakkan, saling monitoring lah. 
Nasabah sendiri, prinsip kejujuran seperti itu apakah itu menanamkan 
kepercayaan kepada nasabah? 
Ya makanya tadi Orang-orang yang survei itu salah satunya yang menjadi 
kita ya, malah betul kita yang mengambil apa informasi yang dari nasabah 
dan dari masyarakat, nanti kan kita ada catatannya, informasi nasabah 
seperti ini, informasi si A tetangga nasabah seperti ini, yang nanti kan kita 
tanyakan betul enggak orangnya seperti itu. Informasinya sering cekcok 
sama keluarga atau tidak, sering surat …, itu pengaruh orang-orang yang 
anu ya dalam arti prinsip itu, orang yang sering melakukan seperti itu nanti 
akan berdampak kepada keluarga, intinya itu namanya usaha itu kalau 
sudah berkeluarga satu sama lain tidak saling bekerja sama dan sering 
cekcok dan lain sebagainya nanti menghambat usahanya menurun 
omsetnya juga nanti berdampak pada angsuran, jadi itu penting, 
keharmonisan rumah tangga dulu masih apa harmonis ternyata setelah 
perjalanan sudah cerai, saya sudah cerai Pak, jaminan diserahkan kepada 
orang lain, lho ini dulu istrinya Bapak, oo iya dulu istri saya, sekarang 
sudah bukan istri saya lagi, lha itu tadi kehati-hatian supaya terjaga, kita 
mengadakan monitoring lewat telepon, hanya mengucapkan doa saja lah, 
kita sudah mengingatkan Bapak moga sehat wal afiat, semoga diberi 
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kelancaran usahanya, udah ingat kalau gitu. 
Yang menghambat dari faktor internal Bank sendiri itu apa Pak? 
Ya Bank sendiri salah satunya yaitu tadi banyak penanganan yang dilayani, 
akhirnya nasabahnya enggak terlayani, tapi prinsipnya kita berusaha, 
nasabah-nasabah, anggota-anggota internal itu, karyawan-karyawan itu kita 
beri batas, batas itu kemampuannya, dalam arti ya nanti kita pantau, nanti 
tidak dia sendiri, nanti ada yang memantau pembiayaan itu diluar AOnya, 
namanya marketing itu kan ada membagi beberapa orang, nanti kalau itu 
ndak ada angsuran, nanti ada petugas yang kontrol nanti gimana, nanti 
disampaikan, nanti pusat yang ngurusi itu. Cabang-cabang selaku 
distributornya, nanti pusat yang kontrol, cabang ini nanti langsung laporan 
kepada manajernya. Ini belum setoran seperti itu. nanti dilaporkan. Setiap 
angsuran yang belum, bisa tertangani. 
Yang menghambat salah satunya yang internal, yang mungkin faktornya 
peralihan, kan seperti itu ya, peralihan jabatan, ditempatkan yang lain, 
karena mungkin belum menyesuaikan pekerjaan, kadang terbengkalai. 
Biar dapat nasabah banyak, maksudnya biar dapat banyak nanti datanya 
dimanipulasi seperti saudaranya gitu mungkin untuk pembiayaannya? 
Biar dapat nasabah banyak, maksudnya biar dapat banyak nanti datanya 
dimanipulasi seperti saudaranya gitu mungkin untuk pembiayaannya? 
Sebenarnya prinsip untuk pembiayaannya ya mencari nasabah, nasabah itu 
bisa pembiayaan, bisa tabungan, kita itu seolah-olahnya membuka, semua 
bisa masuk, keluarganya pun kalau mau menabung enggak apa-apa selama 
tidak memenuhi apa hukum, maksudnya itu sudah berKTP, dimasukkan 
enggak apa-apa, koperasi kan seluas-seluasnya selama punya prinsip yang 
sama boleh saja, ya jadi nasabah atau anggota disitu, mungkin tidak ada 
masalah, malah diharapkan kita bisa bergabung, misalnya jadi marketing 
itu, marketing tanding misale ya, kalau bisa anggotanya masuk semua, 
kalau anggotanya sudah ya tetanggane, kalau tetanggane sudah ya 
sedulure, sedulure sudah ya konco-koncone, diharapkan kan gitu.  
Itu prosedurnya ya tetep? 
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: Ya tetep mengikuti prosedur pastinya, kalau pembiayaan kan kita memilih-
milih, kan resiko, kan analisanya tetep ditanyakan walaupun bisa, ya 
kemampuan itu harus dimiliki, bukan terus iki dulure dewe. 
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A : Sepengetahuan mbak Linggar Sejarahnya kembalinya BMT ini bagaimana 
yaa? 
B : Awalnya Itu kan ganti kepemimpinan Terus habis itu dirubah menjadi 
pengelola cabang ini … , nanti kalau dari sejarahnya nanti saya fotokan aja 
ya, nanti njenengan bisa whatsup nanti tahun berapa mulai disahkan tahun 
berapa, saya kurang tahu, dulu terus kemudian di Gumuk   
A : Di Gumuk itu BMT? 
B : Tapi masih kecil, terus habis itu nyewa tempat disini terus beli disini  
A : Berarti sudah punya sendiri? 
B : Sudah  
A : Yang istilahnya yang membangun invest berapa orang itu juga? 
B:  Ya awalnya itu berapa orang gitu, terus kayak itu lho mbak, kayak invest, 
e invest aset, kayak saham lima juta lima juta  kayak gitu jadi kayak 
pertamanya dari mulai mulai dari pengurus dulu beberapa orang terus 
habis itu kemudian kan habis itu nyari orang nabung, membuat relasi-
relasi kayak gitu terus lama-lama jadi banyak gitu 
A : Pertama kali juga di Gumuk itu yang kerja di BMT? 
B : Iya, cuman khan, kan apa namanya, belum ada seperti ijin dan lain 
sebagainya, itu ya 
A : Jadi belum legal gitu nggih?? 
B : Iya, itu mulai legal tahun 2008, tapi kayaknya itu posisinya sudah disini,  
A : Yang disini? 
B : Sudah disini, Yang nyewa 
A : Ooo yang nyewa 
B : Dulu kan nyewa sebelah BRI itu, trus pindah di sini kayaknya gitu, Kalau 
untuk legalnya itu ada, ada surat keluar itu lho, notaris dan lain 
sebagainya, SIUP, NPWP kayak gitu, kan nanti saya foto, saya lupa soale 
mbak 
A : Kalau dari struktur kepengurusan juga berubah-rubah atau sama? 
    
B : Kalau kepengurusannya, ee… ada yang dulu jadi pengurus terus sekarang 
pengawas, cuman kayak kayak gitu doang, cuman kalau nama-namanya 
orang umum 
A : Kalau manajer? 
B : Kalau manajer sama 
A : Ooo sama Pak Dani 
B : Iya 
B : Cuman kalau dari segi manajer kan ada perubahan jabatan itu kan ketika 
ada perubahan jabatan itu ketika kalau ada yang resign, atau mutasi atau 
rollingan kayak gitu, cuman sejauh ini enggak terlalu banyak perubahan 
yang signifikan. 
A : Kalau jenis-jenis pembiayaan yang ada di BMT ini? 
B : Itu Pembiayaannya, rahn, murabahah, ijaroh, terus yang mudharabah tapi 
sedikit, terus sekarang sudah jarang sih yang pakai mudharabah. Nanti 
saya kasih brosur produk-produknya 
A : Tapi masih ada yang mbayarnya masih ngangsur gitu mungkin? 
B : Kalau masih ngangsur kayaknya udah gak ada, oh iya masih ada satu, 
coba nanti saya cek an dulu soale udah lama, dulu pernah ada, cuman 
karena sistemnya kan kalau belum terlalu bisa diterapkan sekali gitu tapi 
ada beberapa seng udah lunas juga. 
A : Oooo gitu… 
A : Kalau tata cara mudharabah sendiri bagaimana? Maksudnya eee… cara 
apa ya, aturan di sini, SOP disini itu? 
B : Dia itu sebetulnya sama seperti pembiayaan yang lain kan ngumpulin 
berkas dan lain sebagainya, survei dan bla bla bla bla itu terus pencairan, 
ya kayak gitu nanti kalau yang membedakan mudharabah itu eee… kalau 
di sini biasanya kalau mudharabah itu kan itu sekian persen sekian persen 
gitu, lha kalau di sini diterapkan itu terus kemudian itu jasa menurun jadi 
nanti setiap bulannya ada Pembayaran jasa Itu dipotong contohnya ya 
contohnya itu misalkan eee… Pembiayaan apa ya, pembiayaan itu satu 
juta Gitu ya misalnya satu juta per bulannya itu kan angsurannya seratus 
    
ribu kalau dalam jangka waktu 12 bulan, angsuran per bulan seratus ribu, 
lha dari seratus ribu sekian itu kan yang enam puluh ribu sekian itu kan 
pokok yang tiga puluh ribu sekian Itu kan jasa, lha nanti kalau di 
mudharabah itu jasanya menurun per bulannya  
A : Oo jadi berkurang gitu? 
B : Yaa berkurang, bagi hasil kan itu seharusnya, Cuman karena memang 
penerapannya itu masih belum bisa diterapkan sekali karena dari segi 
pedagangnya sendiri atau pengusahanya sendiri juga tidak bisa 
menetapkan pendapatan mereka itu berapa, jadinya kesepakatannya ya 
sekian persen sekian persen nanti dengan pembayaran jasa menurun itu, 
paling enggak minimum 
Kalau berkurang paling lima puluh ribu,, menurun gitu.. jadi misalkan 
eee… dari jasa dua ratus lima puluh jadi dua ratus nanti bulan depan jadi 
seratus lima puluh, bulan depannya lagi jadi seratus begitu sampai jangka 
waktu yang sudah ditetapkan yang penting pokoknya terlunasi, Kalau 
resiko sendiri apa tinggi kok eee… kemarin saya tanya Pak Gani 
nominalnya itu e  maksudnya belum banyak gitu? 
Ya jelas itu, itu di lembaga keuangan manapun itu pasti kan tetap ada nilai 
komersial yang harus di…di… apa di… pikirkan gitu ya, dan harus ada 
pertimbangan juga, lha kalau dari segi mudharabah itu kan awalnya bagi 
hasil, kalau dengan prinsip bagi hasil dulu itu otomatis kan sudah 
ditetapkan di apa di awal, dengan pendapatan si shohibul malnya itu 
berapa, itu kan apa namanya, harus ada kesepakatan sama antara shohibul 
mal sama mudharabnya itu, lha kalau kalau prakteknya dilapangan itu kan 
para pengusaha sama pedagang itu nggak nggak nggak bisa bilang 
misalkan pendapatanku bersih sekian dari nasabah selama akad berjalan 
kan itu belum tentu bisa itu, heeh … pertama itu terus Kemudian yang 
kedua resikonya adalah pendapatannya diturunkan dari nasabah dari 
anggotanya bilang yang pendapatannya awalnya sekian diturunkan jadi 
sekian dengan harapan itu nanti kan otomatis pembayaran bagi hasil itu 
sedikit, lha itu kan merugikan juga untuk lembaga, itupun kalau lancar 
    
kalau nanti dia bermasalah atau mengalami kemacetan itu kan 
penanganannya juga sedikit rumit gitu, jadi memang, memang harus 
ditetapkan jasa di awal itu sesuai dengan akad tapi kalau untuk penerapan 
bagi hasilnya Ya seperti itu selama ini, jadi dengan jasa menurun itu. 
A : Penerapannya pada nasabahnya belum begitu bisa? 
B : Iya karena kan yang kita juga apa ya berusaha menerapkan hanya 
beberapa saja yang kita penggunaan akad mudharabah itu cuman kan di 
sisi lain kita juga lembaga yang perlu memikirkan operasionalnya 
profitabilitasnya juga harus, jadi kalau pakai akad yang lain kan bisa 
ditetapkan marginnya sekian persen itu dari awal pun sudah ditetapkan 
segitu, jadinya mau pendapatannya berapapun, yang namanya akad itu 
angsuran flat juga harus dibayar segitu gitu, kalau mudharabah enggak 
bisa kayak gitu nanti daripada menyalahi Akad lebih baik memang harus 
pilih-pilih yang mana yang bisa lah dijadikan yang bisa diakadkan dengan 
mudharabah tapi selama ini yang sedikit sekali dan itu udah dari jaman 
dulu, itu kan namanya kita lembaga keuangan di Baitul Mal ya yang 
syariah jadi berusaha untuk menerapkan gitu tapi ternyata setelah di 
tengah jalan daripada nanti kita menyalahi akad, jadi lebih baik itu, tapi 
kalau kalau simpanan ya pakainya mudharabah akadnya kalau untuk 
pembiayaan pakai mudharabah itu masih. 
A : Belum?  
B : Ya… dan alasannya juga ada akad-akad yang lain yang bisa lebih 
menguatkan jadinya kita pakai akad yang lain juga bisa. 
A : Kalau pengelolaan dananya dari misalkan yang pengangsuran kalau lancar 
bisa, misalkan enggak lancar itu gimana? 
B : Kalau enggak lancar kita ada timnya sendiri, namanya tim optimalisasi 
pembiayaan, di sini kan ada 4 kategori kemacetan anggota itu yang 
pertama kan Lancar, kalau kolektabilitas pertama itu lancar, kalau 
kolektabilitas dua itu kurang lancar, kolektabilitas ketiga itu diragukan, 
kolektabilitas empat itu macet, lha kolektabilitas tiga sama empat itu sudah 
beda tim yang menangani, kalau kolektabilitas satu sama dua itu di bagian 
    
marketing atau collecting, masih, itu kan bisa diingatkan lewat SMS atau 
di datangi rumahnya atau dimintai uang setiap hari untuk tabungan nanti di 
debitkan untuk angsuran ya nanti kalau udah sampai ke kolekbilitas tiga 
itu sekitar 3 sampai 6 bulanan atau 4 sampai enam bulanan gitu, enam 
bulan ke atas nanti udah masuk ke tim TOP itu tim optimalilasi 
pembiayaan itu bisa… ehm bisa dicarikan solusi misalkan mampunya 
mengangsur berapa, ngambilnya mengangsur nanti berapa nanti bisa di 
reschedule ulang, di akad ulang, misalkan dari angsuran dua juta, dia 
kurang mampu berarti diakadkan ulang dengan angsuran satu juta per 
bulan jadi itu kan otomatis nanti akan re-akad lagi dengan jangka waktu 
yang lebih panjang, dengan angsuran yang lebih rendah, itu kalau nanti 
juga belum bisa nanti paling kan take over, di take over kan ke lembaga 
lain yang mungkin lebih murah juga angsurannya atau ke konven kan 
sekarang pakai KUR itu, para penguasa itu lebih suka pakai KUR itu. 
A : Ooo bisa pakai KUR itu bisa yaa?  
B : Bisa. Jadi di take overkan sebenarnya enggak cuman KUR sih atau itu 
kalau memang yang penting memudahkan kita untuk itu lho dalam 
kemacetan itu, itu kan bagian dari solusi, tapi kan kalau orang nya enggak 
mau nggih mboten napa-napa nanti njenengan punya aset apa nanti bisa 
kita bantu jual kan karena kita nggak pakai sistem lelang, belum pakai 
sistem lelang karena penguatan hukumnya belum terlalu bisa di terapkan 
di sini cuman kita memang sudah pakai notaris cuman kalau sistem lelang 
belum. 
A : Agunan belum juga? 
B : Agunan pakai semua, disini semua pakai pembiayaan pakai agunan semua, 
dari mulai satu juta pun harus pakai. 
A : Satu juta pun harus pakai? 
B : Ya, semua pakai agunan memang untuk meminimalisir resiko kemacetan 
A : Prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan di bank syariah seperti apa?  
A : Agunan itu pasti ya karena kan kalau di beberapa lembaga keuangan yang 
konvensional itu mereka tidak terlalu memikirkan agunan jadi dengan nilai 
    
agunan yang berapa bisa di eee … bisa direalisasikan besar atau bahkan 
ada yang finance finance itu tanpa agunan 30 menit cair itu kan amat 
sangat beresiko tinggi sekali sebetulnya, memicu lah, cuman kalau dari 
kita yang pertama itu, terus tapi agunanannya itu kan masuk ke 6 C survei 
itu, dari surveinya itu, lha kalau disini yang sangat dilihat itu itu, terus 
kemampuan angsurnya orangnya, karakternya, sama usahanya, itu nanti 
kalau kalau misalkan dia bukan pengusaha kita mintai slip gaji nanti setiap 
tanggal gajian itu kita hubungi, kita mintai slip gaji kira-kira kalau gajinya 
sekian buat angsur sekian bisa enggak, mampu enggak, yang penting yang 
jelas, kalau di syariah itu ada orang pengajuan, pengajuan itu kan niatnya 
untuk meringankan beban, tidak memberatkan, lha kalau di konven kan 
terkadang yang penting dicairkan sekian gitu, tanpa memikirkan yang ada 
karena mereka berani untuk proses hukum seperti lelang dan lain 
sebagainya, sita, lelang itu mereka berani, jadi untuk ACC sak sak’e 
mereka uwis, yang penting yang penting orangnya kelihatane oke, uwis, 
cuman kalau disini, kita tidak pakai itu, belum, yang mungkin suatu saat, 
cuman emang masih banyak itu ya perdebatan, syariah kog lelang sita, 
masih banyak yang perlu diperhitungkan lagi lha dengan cara prinsip 
kehati-hatian yang di awal pengajuan itu bisa dengan harapan bisa 
meminimalisir resiko, jadinya kita melakukan pembiayaan itu juga dengan 
meringankan anggota yang membutuhkan, bukan memberatkan, ya kalau 
misalkan wonge jane ora mampu ngangsur sekian kita ACC berarti itu kan 
memberatkan alhasil nanti dibelakang pasti ada masalah makanya dia 
harus di negosiasi dulu mampunya gimana atau nanti kita ACC malah 
memberatkan anggota kan malah kasihan. 
B : Terus … 
A :  Kalau Prinsip kehati-hatian di pembiayaan mudharabah sendiri itu apa 
masih susah banget atau gimana?  
B : Ya, ya ya itu kan daripada nanti kita menyalahi akad lebih baik di 
perhitungkan dulu untuk mudharabah 
A : Untuk meminimalisir ya? 
    
B : Iya itu pakainya akadnya yang lain juga bisa. 
A : Tapi prinsipnya itu sudah diterapkan belum di sini, kehati-hatiannya itu 
dalam pembiayaan mudharabah? 
B : Kehati-hatian untuk pembiayaan mudharabah?   
A : Heem… 
B : Iya itu sebetulnya kehatian-hatian itu untuk semua pembiayaan, jadi kan 
mudharabah itu spesial. 
A : Yang berperan dalam penerapan konsistensi prinsip kehati-hatian 
pembiayaan disini itu siapa? 
B : Yang sebenarnya yang pertama itu pengajuan atau dari marketing itu di 
awal udah dilihat dulu Cuman kan semua pengajuan pasti diterima 
berapapun pengajuannya itu pasti diterima nanti nanti ada surveinya 
dahulu, ada timnya surveyor nya sendiri nanti kan di komitekan terus 
dilihat bahkan survei itu enggak hanya sekali dua kali nanti setelah survei 
hasil nya apa terus misal kan orangnya suruh datang ke sini untuk 
menemui Manajer itu kan lebih kuat. 
A : Menurut Mbak Linggar itu penting nggak menerapkan prinsip kehati-
hatian di pembiayaan mudharabah? 
B : Penting penting sekali itu enggak enggak cuman pembiayaan mudharabah 
ya, semuanya gitu 
A : Kalau disini sendiri penerapan prinsip-prinsipnya itu yang khusus 
mudharabah itu kenapa kok susah gitu? 
B : Mudharabah ya itu karena karena kalau prinsip kehati-hatian kan sudah 
diterapkan cuman kita mempraktekkan akadnya itu lho, akad mudarabah 
itu agak itu ya berbeda dengan kondisi di lapangan dengan fatwa-fatwanya 
itu nanti takutnya daripada menyalahi jadi lebih baik mungkin lebih 
dikurangi intensitas pembiayaan yang menggunakan akad, kalau 
prinsipnya masih diterapkan tapi kalau penerapan akad nya 
perhitungannya, bagi hasilnya kayak gitu yang agak dikurangin. 
A : Diminimalisir ya? 
B : Kalau prinsipnya pasti diterapkan di semua pembiayaan mudharabah.  
    
A : Misalkan kalau udah diterapkan, kapan dibatalkan konsisten menurut 
mbak Linggar?  
B : Konsisten gimana? 
A : Konsisten untuk penerapannya itu kadang kan kalau udah nasabahnya 
banyak, kadang enggak begitu?  
B : Kalau ini pasti diterapkan prinsip kehati-hatian karena itu kan bagian dari 
proses pembiayaan, itu pasti dilakukan, pasti dan harus untuk dilakukan 
walaupun udah banyak ataupun anggotanya itu udah sering pembiayaan di 
sini tetap harus dilakukan prinsip kehati-hatian itu, nanti kalau ada yang 
kenaikan levelnya naik, kenapa kok naik? untuk apa? mampu enggak? 
Kayak gitu kan harus diperhitungkan lagi. 
A : Mbak yang menghambat penerapannya sendiri itu apa? 
B : Penerapan apa? 
A : Prinsip kehati-hatian. 
Yang menghambat terkadang itu ketidakjujuran anggota, anggota 
pembiayaannya karena ingin mendapat ACC tinggi itu terus juga itu ya 
wilayah, wilayah nah itu kadang ada yang kontrak di sini kontrak tapi 
aslinya mana gitu itu juga akan menghambat ya? bagi kita menghambat 
cuman kalau memang itu orangnya bisa untuk di ACC ada kemungkinan 
untuk karakter atau dan lain sebagainya itu di ACC ya bisa jadi tapi 
kebanyakan itu hati-hatinya harus amat sangat itu ya kan misalkan disini 
deket sini misalkan usaha dagangannya laris tapi dia bukan orang asli sini, 
hanya ngontrak atau apa itu kan diadakan lebih dalam lagi surveinya. 
Kalau hambatan dari internalnya sendiri?  
Kalau dari internal, itu sih, marketing yang membawa ya? kan juga 
mempengaruhi dikira ra percoyo opo piye padahal sebenarnya kita malah 
kasihan nek di ACC misale sedulure, apa tetangganya kayak gitu, cuman 
sejauh ini sih marketing juga mau bertanggung jawab asalkan ACCnya 
juga tidak terlalu tinggi, marketing tetep bisa membantu. 
A : Kalau yang biasanya memproses datanya gitu ada enggak? 
B : Proses data? 
    
A : Misalkan kalau marketing sudah melaporkan, nah yang memproses itu ada 
standarisasi sendiri, maksudnya yang ini dapet yang ini enggak gitu? 
B : Itu kalau itu dari surveyornya, semua nanti data masuk baik itu yang 
dibawa marketing baik itu yang datang ke sini masuknya ke tim surveyor, 
lha tim surveyor itu tergantung kuakon lha nanti kalau kuakon tinggi 
surveinya bisa ke manajer cabang tapi keputusannya dikomitekan jadi dari 
hasil survei itu bisa di ACC tinggi atau di ACC dibawahnya atau bahkan 
tidak di ACC. 
A : Lha untuk menanggulanginya penghambat itu tadi apa? 
B : Menanggulangi penghambat itu? 
B : Yaa harus sesuai prosedur itu jadi kalau misalkan walaupun itu apa 
namanya anggotanya itu saudaranya marketingnya ya harus semua lewat 
prosedur itu jadi marketing kadang ya harus mengalah soalnya semua 
harus sesuai prosedur. 
A : Kalau dari depan misalnya anggotanya sendiri? 
B : Ya kalau dari anggotanya sendiri yaa cari informasi lebih dalam lagi 
enggak hanya satu sisi aja dari pihak yang lain bisa tanya ke tetangga bisa 
tanya ke siapa kayak gitu. 
A : Yang tanya itu surveyor? 
B : Ya surveyor. Tetep yang melakukan itu surveyor.  
A : Kalau untuk menanggulangi hambatan itu biasanya tuh marketing ikut itu 
enggak mbak, maksudnya ikut misalkan kalau di rapat itu ikut enggak? 
B : Itu ikut. Kan ditanya riwayatnya piye? kenale neng ngendi? Kayak gitu-
gitu kan, cuman keputusan ACC atau tidak tetap di Surveyor DAO 
namanya DAO sama manajer cabang kayak gitu tapi kalau orang udah 
lancar lama dan enggak bermasalah biasanya marketingnya 
merekomendasi, cuman nanti yang ACC tetep AOnya itu. 
A : Yang kalau dari luar sendiri yang berperan menanggulangi tapi dari 
anggotanya sendiri?  
B : Menanggulangi apa? 
A : Menanggulangi hambatan yang tadi 
    
B : Menanggulangi hambatanya yang tadi, dari anggotanya apa dari, ya itu 
kan harus melakukan apa namanya sesuai prosedur sama itu anggotanya 
juga harus paham sama prosedurnya. 
A : Kan biasanya kan kalau syariah itu banyak orang awam yang belum tahu 
itu gimana? 
B : Ya itu eee… kalau itu sih nanganinnya kita kan udah punya SOP, udah 
punya itu ya dijalankan terus nanti kalau misalkan anggotanya tidak mau 
mengikuti ya monggo seenaknya anggotanya gimana kalau kurang 
nyaman di sini ya mungkin, biasanya kan terlalu lama bla bla bla bla 
kayak gitu, otomatis akan pindah sendiri cuman kalau udah loyal di sini 
pasti nanti akan tetep minta tolong kita untuk memproseskannya lagi gitu 
biasanya gitu. 
A : Kan biasanya banyak yang begitu paham kita ngomong apa? 
A : Udah mbak, makasih banget lho  
B : Nggih, nggih, nggih 
A : Senin mbak, Mbak Linggar posisinya sebagai apa nggih? 
B : Saya Personalia  
A : Kalau mau ini kalau mau wawancara sama marketing kira-kira bisa 
enggak? 
B : Bisa. Tapi marketingnya udah keluar semua i.  
A : Biasanya jam berapa? 
B : Pagi, jam 8 an mungkin  
A : Manajer enggak bisa hari ini? 
B : Nggak bisa, kalau sama manajer apa to mbak? Sama Manajer cabang aja 
A : Ini Pak Dani itu? 
B : Itu manajer utama.  
A : Oo manajer utama. 
A : Kemarin kan temenku kan lhah katanya tuh sama Pak Dani gitu. 
B : Ya, gak papa kalau Pak Dani, kalau pembiayaan langsung ke Manajer 
cabang aja, kalau mau tanya. 
A : Kalau manajer cabang bisa enggak ya? 
    
B : Ini enggak bisa i. 
B : Kalau, jenengan udah konfirmasi belum to kalau mau datang ke sini? 
A : Sama Mbak Endang konfirmasinya. 
B : Tapi udah di janji in Senin? 
A : Hoo Hari Senin, kemarin hari Sabtu ke rumah e Mbak Endang lagi sama 
mau ke Pak Dani 
B : Pak Dani enggak ada. 
A : Mbak Endang bilangnya besok Senin jam 10 an. 
A : Lha ini Pak Daninya Enggak ada? 
B : Enggak tahu soalnya saya enggak tahu. 
A : Iya kalau sama saya kan tanya pembiayaan saya dulu juga di bagian 
marketing sedikit banyak tahu, lha kalau untuk sirkulasi regulasinya dan 
lain sebagainya ke manajer cabang langsung aja enggak apa-apa, kalu dari 
judule njenengan saya liate langsung ke manajer cabang aja, nanti kapan 
gitu bisa saya bilang dulu ke manajer cabang 
B : Pertanyaan seputar apa kalau untuk manajer cabang? 
A : Ini kan anu mbak kalau dari soal dari dosen kalau quali itu pertanyaanne 
sama tapi nanti diambil kesimpulan dari berbagai jawaban yang ada di 
kantor ini, kan harus di ketik. 
Nanti ke itu aja ke manajer cabang sama ke bagian marketing. 
Customer servicenya? 
B : Customer servicenya ini baru cuti melahirkan sementara digantikan Mbak 
Endang dulu  
A : Oh nanti sama Mbak Endang dulu? 
B : Sama Mbak Endang enggak apa-apa. 
Cuman sedikit banyak ya paling mirip-mirip aja jawabanya. 
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Cara Pengajuan Mudharabah mbak? 
Cara pengajuan mudharabah hampir semua ya syaratnya sama, 
mengumpulkan fotokopy KTP, anu ding harus menjadi anggota BMT 
dulu, habis mendaftar, yang penting harus jadi anggota memberi 
simpanan pokok sebesar sepuluh ribu itu sama tabungan terserah terus itu 
syaratnya fotocopy KTP suami istri Kalau belum bersuami atau beristri 
sama orang tua Terus KK, surat nikah, jaminan itu bisa kendaraan 
ataupun tanah sertifikat apa BPKB sama STNK kalau pakai BPKB ya 
pakai STNK kalau pakai sertifikat ya pakai PBB terus sama nanti datang 
dulu tungguin itu kemudian nanti dikabari dari sini untuk survei. 
Untuk surveinya itu dilihat dari rumahnya, usahanya, pekerjaannya, 
kemampuan angsur kebutuhannya dia satu bulan kayak gitu gitu, 
dianalisis 6C analisa 6C itu di pelajaran ada ya Mbak nanti njenengan 
jelaskan sendiri 
Prosedurnya itu ditolak atau diterima? 
Kan itu setelah survei di komitekan atau di rapatkan giitu jadi setelah 
survei itu kan mengumpulkan data-data analisis 6C itu kemudian nanti 
kalau udah mengumpulkan data-data lengkap di komitekan itu dirapatkan 
nanti kalau misalkan kemungkinan bisa di ACC aja segitu ya segitu kalau 
nggak ya Di ACC tidak sesuai dengan pengajuan 
Tapi Bukan mudharabah? 
Ya mudharabah, tetep mudharabah 
Sama mbak, hampir semua pembiayaan mudharabah disini begitu 
syaratnya, cuman kalau mudharabah itu untuk usaha ya, orang-orang 
punya usaha kadang kan jarang kalau pegawai itu kan jarang nah itu, 
kalau punya usaha dilihat juga dari segi usahanya, terus nanti dirinci kira-
kira berapa pendapatan dalam 1 bulan itu nanti karena ngaruh pada bagi 
hasil ya tapi karena untuk mengurangi resiko jadi bagi hasilnya itu 
ditetapkan ditetapkan diawal itu sesuai kesepakatan tapi juga sesuai 
dengan kemampuan dia dalam mendapatkan keuntungan itu.  
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Biaya adminnya mbak? 
Biaya adminnya itu tergantung pelafon itu beda-beda, 2% dari pelakon 
bisa 1%, besar kecilnya itu tergantung dari plafonnya. Nanti saya kasih 
file prosedurnya mbak. Itu ada semua kok. 
Tapi sama enggak misalnya pembiayaan mudharabah dengan yang lain?  
Iya sama, semua pembiayaan kayak gitu, nanti kalau pembiayaan itu 
untuk apa? Itu yang  membedakan itu untuk apa, untuk jual beli itu 
murabahah, kendaraan itu bisa ijaroh kayak gitu kayak gitu, yang 
membedakan akad itu fungsinya untuk apa gitu, kalau dari prosedur dan 
syarat-syarat itu sama. 
Agunannya juga sama? 
Ya sama. Semua pakai agunan ya harus pakai agunan, kalau 
penjelasannya kan nggak ada, kalau di sini kan ada 10 kali angsurannya 
perbulan, kalau mudharabah kan enggak ada, lha nanti akadnya saya 
kirimkan email atau kalau nggak nanti saya kabarin jenengan longgarnya 
kapan tinggal diambil aja langsung ke CS nya, nanti saya print kan 
sekalian sama surat ini itu. Kalau untuk mudharabah itu hampir ndak ada 
Ooo… ga ada ya. Kalau Untuk tahun ini? Kalau untuk tahun ini belum 
ada?kalau tahun yang 2018? 
Kalau tahun yang 2018 itu kan masih ada 2 nasabah itu masih ada tapi 
kan kebetulan udah selesai yang satunya.  
Kemarin kan sama siapa? Sama Pak?  
Lha sama Pak siapa? Manajere?  
Pak Dani. 
Oo ho’o Pak Dani itu kan mudharabah yang paling sedikit. Tahun 2018 
masih ada 2 nasabah waktu itu. 
Itu masih ada tapi kan kebetulan udah … 
Kalau untuk prinsip kehati-hatian yang diterapkan di BMT sendiri? 
Yang apa? 
Yang mudharabah? 
Permasalahan di mudharabah itu di marketing 
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Ooo marketingnya ada? 
Kalau marketingnya landing ada 
Tapi yang dikhususkan untuk mudharabah enten mboten? 
Ndak, ndak ada. Kalau marketing itu tugasnya hanya untuk mencari 
anggota aja. 
Kalau prosedurnya untuk mudharabah sendiri?  misalkan biasanya ada ini 
prosedurnya gini, kalau mau minjem akadnya murabahah itu gimana? 
Biasanya gini mbak, kalau mudharabah itu otomatis bagi hasil, itu kan 
harus punya usaha, lha itu kan biasane kalau bagi hasil, kan harus kayak 
misbahe kan itu kan intine jujur, nek misale hasile akeh kalau hasile dikit 
ya dikit, tapi kita kenapa kog diminimkan yang mudharabah itu, karena 
sekarang cari orang yang jujur ki yo angel gitu, iya, kadang nek pas hasile 
okeh, dilaporke sithik, nek hasile sithik engko baru dilaporke begitu. 
Oo berarti emang dari faktor nasabahe sendiri itu, kurang bisa dipercaya 
gitu? 
Iya, kita juga enggak mau kan mbak.  Menanggung kerugian 
Nggih, Yang menghambat sendiri apa nggih kalau mudharabah itu?  
Menghambat kog ga berkembang gitu lho produknya. 
Kalau di kita pakainya yang rahn Kalau itu akadnya kan jelas. Syarat-
syarat pengajuaannya juga lebih jelas. 
Itu kira-kira produknya dikembangkan lagi atau tidak? 
Ya nanti kalau ada, rencana ada nanti, mungkin ada tim/ marketing 
khusus, biar sosialisasi juga, kan otomatis kalau mudharabah itu kan bagi 
hasil gitu mbak, kadang kalau hasile okeh ora dilaporke, sithik lha kan 
kadang juga seperti itu, lha gitu di nggo njagani. Nek nggone njenengan 
Yang mudharabah? 
Iya di saranin Pak Dani yang itu, ke mudharabah yang belum 
berkembang.  
Yang belum berkembang ya pembiayaanne yang mudharabah itu mbak. 
Mudharabah memang agak kurang 
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Assalamualaikum wr wb, perkenalkan pak Nama saya Reni Widia 
Ningsih, Mahasiswi IAIN Surakarta, yang bermaksud mewawancarai 
bapak selaku nasabah BMT Surya Madani 
Oh iya mbak 
Sebelumnya, mohon maaf pak boleh di sebutkan iidentistasnya? 
Oh iya mbak Nama saya Syaifudin umur saya 30 Tahun, pekerjaan saya 
yaitu membuka klontong keluarga mbak. Tadi apa lagi? 
Klontong ya pak, boleh tau kisaran pendapatannya? 
Kalau pendapatan wahhh tidak tentu ya mbak, kadang banyak kadang 
sedikit. 
Kalau nominalnya pak? 
Wah Berapa ya mbak, ya kira-kira 2 juta an lah, yah sekitar itu. kadang 
juga kurang. 
Oh gitu, bapak sejak kapan nggih jadi nasabah di BMT itu? 
Tepatnya saya lupa mbbak, tapi saya sudah lama menjadi nasabah disitu 
mbak, nanti coba di buku nya. 
Sudah lama ya pak. Oh iya bapak termasuk nasabah pembiayaan nggih? 
Kok bisa tertarik pembiayaan di sini pak 
Karena saya sudah lama jd nasabah, dan atasan-atasan sama karyawan-
karyawannya tetangga saya itu mbak walaupun agak jauh, jadi kan saya 
lebih mudah komuniksi kalau ada apa-apa gitu mbak  
Bapak meengajukan pembiayaan ini tujuannya untuk apa pak? 
A itu jelas mbak saya punya kelontong, yang di kelola bersama, ya kalau 
saja pengin lebih besar, maksud saya untuk apa...., untuk menambah 
jenis-jenis di kelontong saya biar lebih banyak gitu lho mbak 
Berarti Untuk tambah modal ya pak 
Ya itu bener maksud saya itu 
Kalau prosedurnya sendiri sulit atau di permudah saja atau gimana pak? 
Kan jnengan tetanggganya pasti yaaa 
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Hehe untuk prosedur saya yaaaaa emm mudah ya mbak nanti di jelaskan, 
tapi saya tetap harus mengikuti alurnya, aturannya. Ya sama kaya 
mengumpulkaan syarat-syarat, terus nanti saya ke sana,  saya bawa 
kesana. Terus pernah juga saya di survei, survei lewat tetangga saya juga 
pernah, saya aja tidak tau, hanya di kasih tau tetangga saya gitu. 
Petanyaan yang di ajukan banyak nggih pak ? 
Yaa banyak mbak, walaupun saya tetangganya, tetap dilakukan itu mbak, 
mudah sih tapi cukup ketat untuk anu, pertanyaan-pertanyaannya, kan 
bagi hasil. 
Untuk keputusannya pak berapa lama? 
Anu, ya seminggu atau 6 hari kurang lebih segitu mbak, saya baru 
dikabari kalau pengajuan pembiayaan saya, diterima, saya kesana dan cair 
gitu mbak. 
Tapi bapak pakai jaminan nggih? 
Oh iya saya pake BPKB Motor mbak 
Untuk angsurannya gimana pak? 
Untuk angsuran ya termasuk lancar tapi ya pernah nunggak hehehe 
Tapi sebelumnya jenengan di jelaskan dulu ya pembiayaan ini 
Di jelaskan mbak ini kan bagi hasil, malah ada buku atau apa itu kaya ada 
lembar- lembaran 
Oh akad 
Ya pokoknya itu mbak 
Oh iya tadi bapak bilang pernah nunggak nggih 
Ya untuk nunggak itu pernah, hehe pernah juga (menunggak) karena 
usaha kan tidak untung terus mbak, pernah juga sepi. Jadi pendapatannya 
sama untungnya itu tidak tentu, kadang banyak kadang sedikit. Kadang 
kalau pendapatan banyak, butuh juga banyak hehee 
Nah itu dari BMT nya gimana pak? 
Pernah saya di wa penah di sms, dan di telfon juga pernah, tapi kalau... 
kan duluu, tapi tidak pernah sampai datang ke rumah mbak 
Oh gitu, hehee untuk kesan dan pesannya untuk BMT dan Mudharabah 
    
N : Ya Semoga BMT lebih maju, lebihh berkembang, dan pembiayaan 
mudharabah lebih banyak peminat, jelas mudharabah kuncinya harus 
jujur karena pendapatan banyak pendapatan kecil harus jujur biar kita 
dapat di percaya. 
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Lampiran 5 
Foto Dokumentasi Observasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observasi Hari Pertama (Buku RAT yang diterbitkan oleh BMT Surya Madani 
Boyolali, Bagan Struktur Organisasi) 
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Observasi Hari Kedua (Bangunan Kantor & Brosur) 
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Observasi Hari Ketiga (Formulir Pendaftaran pengajuan pembiayaan Anggota). 
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Observasi Ketiga ( Meninjau Usaha Nasabh) 
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Lampiran 6 
Foto Dokumentasi Wawancara 
 
 
Wawancara dengan Informan Pertama. Abdani, S.E., Manajer Umum KSPPS 
BMT Surya Madani Boyolali 
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Wawancara dengan Informan Kedua. Linggar Primadani, S.E. Marketing KSPPS 
BMT Surya Madani Boyolali. 
 
 
 
Wawancara dengan Informan Ketiga. endang. Manajer LAZIS KSPPS BIM 
Gondangrejo Karanganyar. 
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Wawancara dengan Infoman Keempat Syaifudin. Anggota BMT Surya Madani 
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